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ABSTRAK 

 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 

Pelecehan Seksual Secara Verbal di Ruang Publik 

(Studi Kasus SMA Swasta Harapan Satu Medan) 

 

Muhammad Ragil Rayhan 

      Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak 

pidana pelecehan seksual secara verbal di ruang publik. Pelecehan seksual verbal 

juga dikenal sebagai catcalling, pelecehan seksual jenis ini umum terjadi di ruang 

publik, terutama di Indonesia. Sebagaimana seharusnya bahwa ruang publik 

menjadi tempat aman, ternyata tidak berbanding lurus dengan perilakunya. Perilaku 

ini  tidak hanya membuat anak merasa tidak aman dan tidak nyaman, tetapi juga 

dapat menyebabkan trauma psikologis dalam hukum pidana di Indonesia dan 

perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling). 

Payung hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi 

korban, nyatanya tidak dihiraukan sedikitpun. Korban dibiarkan menderita atas 

segala dampak pelecehan seksual yang diterimanya, sementara pelaku dibiarkan 

berkeliaran bebas tanpa diberikan sanksi yang seharusnya diterima. 

      Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana bentuk-bentuk pelecehan 

seksual secara verbal di ruang publik, perlindungan hukum terhadap anak korban 

pelecehan seksual secara verbal di ruang publik, upaya pencegahan terhadap anak 

korban pelecehan seksual secara verbal di ruang publik. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber datanya 

adalah sumber hukum Islam, data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di 

Jalan Imam Bonjol No. 35. Alat pengumpulan data adalah kuesioner/survei. 

Penelitian ini dilakukan di SMA Swasta Harapan Satu Medan.  

      Bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal di ruang publik seperti 

komentar tidak sopan terhadap penampilan fisik, siulan, dan ejekan. Perlindungan 

yang dapat diberikan terhadap korban pelecehan seksual verbal di ruang publik 

mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang TPKS dengan ancaman pidana penjara 

paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pencegahan pelecehan seksual verbal 

dapat dilakukan secara holistik melalui pendidikan, sosialisasi, dan penerapan 

kebijakan tegas. 

Kata Kunci :  Perlindungan Hukum, Korban,  Pelecehan Seksual. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Negara Indonelsia adalah nelgara hukum di mana hukum dijadikan panglima 

telrtinggi untuk melwujudkan suatu kelbelnaran dan keladilan di Indonelsia. Selpelrti 

tellah dijellaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik 

Indonelsia 1945 delngan telgas melngatakan bahwa nelgara Indonelsia adalah nelgara 

hukum. Hukum adalah pelraturan-pelraturan yang belrsifat melmaksa, yang 

melnelntukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat olelh 

badan-badan relsmi yang belrwajib, pellanggaran mana telrhadap pelraturan-pelraturan 

tadi belrakibatkan diambilnya tindakan, yaitu delngan hukuman te lrtelntu.1 

      Hal ini di pelrtelgas pula delngan keltelntuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 1945, yang melnyatakan bahwa “seltiap 

orang belrhak atas pelngakuan, jaminan, pe lrlindungan, dan kelpastian hukum yang 

adil selrta pelrlakuan yang sama dimuka hukum”. Belrpijak dari itulah kelmudian 

pelrlindungan hukum melnjadi suatu yang elselnsial dalam kelhidupan belrnelgara. 

      Pelrlindungan hukum dapat diartikan sabagai tindakan untuk melmbelrikan 

pelngayoman kelpada selselorang yang tellah di rugikan olelh pihak lain. Delngan 

delmikian masyarakat dapat melnikmati hak-hak yang dibelrikan olelh hukum dan 

                                                           
       1 Antoni & Rifqi Hidayat. (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang 

Disabilitas yang Menjadi di Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana 

Islam”. Journal of Sharia and Legal Science 2, No. 2, halaman 211. 
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melndapat rasa aman dari belrbagai ancaman yang dibelrikan olelh aparat pelnelgak 

hukum.2  

      Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha E Lsa yang di dalam dirinya 

mellelkat harkat dan martabat selbagai manusia selutuhnya. Anak melrupakan gelnelrasi 

pelnelrus bangsa, anak melmiliki pelran pelnting dalam pelmbangunan nasional dan 

wajib melndapatkan pelrlindungan dari nelgara selsuai delngan keltelntuan Undang-

Undang Dasar Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 1945 yang melnyatakan bahwa 

anak belrhak atas pelrlindungan dari kelkelrasan.   

      Pelsatnya arus globalisasi dan dampak nelgatif dari pelrkelmbangan di bidang 

telknologi informasi dan komunikasi, melmunculkan felnomelna baru kelkelrasan 

selksual telrhadap anak. Kelkelrasan se lksual telrhadap anak melrupakan keljahatan 

selrius (se lrious crime ls) yang selmakin melningkat dari waktu kel waktu dan selcara 

signifikan melngancam dan melmbahayakan jiwa anak, melrusak kelhidupan pribadi 

dan tumbuh kelmbang anak, selrta melngganggu rasa ke lnyamanan, keltelntraman, 

kelamanan, dan keltelrtiban masyarakat.3 

     Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telntang Pelrubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 telntang Pelrlindungan Anak tellah melngatur sanksi 

pidana bagi pellaku kelkelrasan selksual telrhadap anak namun pelnjatuhan pidana 

telrselbut bellum melmbelrikan e lfelk jelra dan bellum mampu melncelgah selcara 

komprelhelnsif telrjadinya kelkelrasan selksual telrhadap anak.  

                                                           
       2 Emy Rosnawati. (2022). “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual 

Yang Dilakukan di Ruang Publik”. Jurnal Mercatoria 15, No. 2, halaman 97. 
       3 Yesika M. Tamalawe. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perbuatan Kejahatan 

Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nom  or 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Lex Crimen IX, No.1, halaman 81. 
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      Pada  tahun  2022,  Indonelsia  melluncurkan  Undang-Undang  Tindak Pidana 

Kelkelrasan Se lksual yang selcara elksplisit melngatur pellelcelhan selksual, telrmasuk 

catcalling. Diharapkan  Undang-Undang TPKS  akan  melnjadi  landasan  hukum  

yang  lelbih  kuat  untuk  melnjelrat  pellaku catcalling dan melmbelrikan pelrlindungan  

yang lelbih baik bagi  korban. Forum Pelngadu dan  Layanan  mellaporkan 1.290 

kasus kelke lrasan selksual telrhadap pelrelmpuan, delngan 548 di antaranya telrjadi di 

rumah atau kelluarga dan 660 lainnya telrjadi  di  ruang  publik.  Sellain  itu,  ada  168  

kasus  kelkelrasan  selksual  yang  pellakunya  adalah  ayah,  paman,  atau kakak 

kandung korban.  

      Telrdapat 195 kasus kelkelrasan selksual yang dilakukan olelh orang telrdelkat, 408 

kasus kelkelrasan  selksual  yang  dilakukan  olelh  orang  yang  dike lnali  korban,  dan  

36  kasus  kelkelrasan  selksual  yang dilakukan ole lh orang yang tidak dikelnali 

korban. Sellain itu, te lrdapat 329 kasus pellelcelhan te lrhadap pelrelmpuan, delngan  480  

kasus  yang  telrmasuk  dalam  selmbilan  katelgori  kelkelrasan  telrhadap  pelrelmpuan. 

      Telrkait dalam prelspelktif hukum pidana telntang catcalling telrdapat aturan yang 

melngatur pelrbuatan telrselbut, selpelrti Pasal 5 Undang-Undang TPKS telntang 

pellelcelhan selksual non-fisik, yang melnyatakan bahwa orang  yang  mellakukan  

pellelcelhan  selksual non-fisik  bisa  dipidana  pelnjara  maksimal  9  bulan  dan/atau  

delnda maksimal Rp.10.000.000,-, Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 telntang 

Pornografi telrdapat belbelrapa pasal yang bisa digunakan selbagai dasar hukum 

dalam kasus catcalling, yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 9, dan Pasal 35, melrujuk pada  

Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal  315 KUHP  yang  melnjellaskan  tiap-

tiap pelnghinaan delngan selngaja yang tidak belrsifat pelncelmaran atau pelncelmaran 
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telrtulis yang dilakukan telrhadap selselorang baik di muka umum  delngan  lisan  atau 

tulisan  diancam  karelna  pelnghinaan  ringan  delngan  pidana  pelnjara  paling  lama  

elmpat bulan dua minggu atau pidana delnda paling banyak Rp. 4.500,-.4  

      Telrhadap adanya pelrubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 

Tahun 2023, pelngaturan catcalling melngalami pelrubahan yang selbellumnya diatur 

dalam Pasal 315 KUHP belrubah melnjadi Pasal 436 KUHP Nasional yang 

melnjellaskan pelnghinaan yang tidak belrsifat pelncelmaran atau pelncelmaran telrtulis 

yang dilakukan telrhadap orang lain baik di muka umum de lngan lisan atau tulisan, 

maupun di muka orang yang dihina telrselbut selcara lisan atau delngan pelrbuatan 

atau delngan tulisan yang dikirimkan atau ditelrimakan kelpadanya, dipidana karelna 

pelnghinaan ringan delngan pidana pelnjara paling lama 6 (elnam) bulan atau pidana 

delnda paling banyak katelgori II. 

      Islam me lngharamkan selgala belntuk kelkelrasan dan pelnindasan telrmasuk 

keljahatan selksual. Allah SWT belrfirman dalam surah An-Nur ayat 33. 

ا الْكِتبََ  يبَْتغَوُْنَ  وَالَّذِينَ  فَضْلِهِ  نْ مِ  اللَُّّ  يغُْنيَِهُمُ  حَتَّى نكَِاحًا يَجِدوُْنَ  لَ  الَّذِينَ  وَلْيَسْتعَْفِفِ  أيَْم مَلكََتْ  مِمَّ ََ  انكُُمْ 

اتوُْهُمْ  خَيْرًا فيِهِمْ  مْ عَلِمْتُ  إِنْ  فكََاتبِوُهُمْ  نْ  وَّ الِ  م ِ ِ  مَّ أ إنِْ  الْبِغَاءِ  عَلىَ فتَيَْتِكُمْ  تكُْرِهُوا وَلَ  اتكُْمْ  لَّذِيا اللَّّ ََ  رَدْنَ 

نَا فَإنَِّ  يُكْرِهُهُنَّ  وَمَنْ  الدُّنْيَا الْحَيوُةِ  عَرَضَ  لِتبَْتغَوُا تحََصُّ   َ حِيم  رَّ  غَفوُر   إكِْرَاهِهِنَّ  بَعْدِ  مِنْ  اللَّّ  

Artinya :  

“Orang-orang yang tidak mampu me lnikah, he lndaklah me lnjaga 

ke lsucian (diri)-nya sampai Allah me lmbe lri ke lmampuan ke lpada 

me lre lka de lngan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu 

                                                           
       4 Nur Hanifahtus Salamah. (2024). “Pelecehan Seksual Verbal (catcalling) Sebagai Tindak 

Pidana: Menuju Ruang Publik Yang Aman Bagi Perempuan Dalam Perspektif KUHP dan TPKS”. 

Proceedings Series on Social Sciences & Humanities 17, No. 1, halaman 306.  



5 
 

 
 

miliki me lnginginkan pe lrjanjian (ke lbe lbasan), he lndaklah kamu buat 

pe lrjanjian de lngan me lre lka jika kamu me lnge ltahui ada ke lbaikan pada 

me lre lka. Be lrikanlah ke lpada me lre lka se lbagian harta Allah yang 

dikaruniakan-Nya ke lpadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya 

pe lre lmpuanmu untuk me llakukan pe llacuran, jika me lre lka se lndiri 

me lnginginkan ke lsucian, kare lna kamu he lndak me lncari ke luntungan 

ke lhidupan duniawi. Siapa yang me lmaksa me lre lka, maka 

se lsungguhnya Allah Maha Pe lngampun lagi Maha Pe lnyayang 

(ke lpada me lre lka) se lte llah me lre lka dipaksa”. 

      Kelkelrasan selksual selndiri dapat diartikan selbagai telrjadinya pelndelkatan 

selksual yang tidak diinginkan olelh selselorang telrhadap orang lain. Pelndelkatan 

selksual yang dilakukan pun tidak harus sellalu belrsifat fisik, namun juga dapat 

belrbelntuk velrbal.5 Belntuknya pun belragam, mulai dari catcalling selpelrti 

melnggoda pelrelmpuan delngan melnelriaki dalam kontelks melnggoda hingga belrsiul 

kelpada pelrelmpuan dan melmbuat gelrakan selksual mellalui tangan atau elksprelsi 

wajah, suara melngarah selksual, dan masih banyak lagi.6 

      Pelmahaman melngelnai catcalling di masyarakat masih sangat relndah karelna 

adanya pelwajaran. Masih adanya anggapan bahwa catcalling adalah hal yang biasa 

atau melrupakan belntuk dari candaan dan pujian melnyelbabkan hal ini telrus telrjadi 

                                                           
       5 Rosnia Paradian & Eko Soponyono. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban 

Pelecehan Seksual”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4 No. 1, halaman 62. 
       6 Siti Nurahlin. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara 

Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Jurnal Jatiswara 37 

No. 3, halaman 315. 
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belrulang-ulang.7  Pellelcelhan selksual velrbal catcalling dapat dikatelgorikan selbagai 

tindak pidana yang tellah melmelnuhi unsur-unsur, asas dalam hukum pidana, selrta 

nilai-nilai yang telrkadung di dalam masyarakat. Dasar hukum dalam pelrbuatan 

pellelcelhan selksual velrbal (catcalling) dalam pelrspelktif hukum pidana bisa dilihat 

dari belbelrapa pasal yang belrkaitan delngan pellelcelhan selksual velrbal.8 

      Orang yang mellakukan keljahatan se lksual telrhadap anak pelrlu dibelri hukuman 

seltimpal apalagi jika sampai melnyelbabkan luka atau kelmatian. Kelmudian anak-

anak juga harus melndapat haknya selcara melnyelluruh baik dari pelrlindungan 

hukum dan pelmulihan melntal ataupun psikis seltellah te lrjadi kasus keljahatan 

selksual. Di telngah pelrkelmbangan situasi selmacam ini, kelbijakan hukum yang 

digunakan dalam prosels pelnyellelsaian hukum tidak mampu melnjamin pelrlindungan 

hukum telrhadap anak dari keljahatan selksual dan tidak me lncelrminkan keladilan bagi 

anak. 

      Belrdasarkan latar bellakang yang tellah diuraikan di atas, maka pelnulis telrtarik 

untuk melngkaji dan melnelliti lelbih lanjut melngelnai pelrlindungan hukum te lrhadap 

anak korban kelhajatan selksual delngan me lngangkat judul “Perlindungan 

Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara 

Verbal di Ruang Publik Studi Kasus SMA Swasta Harapan Satu Medan”. 

                                                           
       7 Murakaba & Mohammad Rafi’e. (2023). “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling  

(Pelecehan Seksual Secara Verbal) Berdasarkan UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual di Indonesia”. Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum Jombang 

12 No. 2, halaman 232. 

       8 Ibid., halaman 224. 
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1. Rumusan masalah  

      Belrdasarkan uraian pada latar bellakang, untuk melncapai tujuan 

pelnellitian maka dalam pelnilitian ini akan melnguraikan pelrmasalahan 

telrkait belbelrapa hal, selbagai belrikut: 

a. Bagaimana belntuk-belntuk pellelcelhan selksual selcara velrbal telrhadap 

anak di ruang publik? 

b. Bagaimana pelrlindungan hukum telrhadap anak korban pellelcelhan 

selksual selcara velrbal di ruang publik? 

c. Bagaimana upaya pelncelgahan telrhadap anak korban pellelcelhan 

selksual selcara velrbal di ruang publik? 

2. Tujuan penelitian 

      Belrdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pelnulis dapat di 

uraikan selbagai belrikut: 

a. Untuk melngeltahui dan melmahami belntuk-belntuk pellelcahan selksual 

selcara velrbal telrhadap anak di ruang publik. 

b. Untuk melngeltahui dan melmahami upaya pelrlindungan telrhadap 

anak korban pellelcelhan selksual selcara velrbal di ruang publik. 

c. Untuk melngeltahui dan melmahami kelndala dan upaya pelnelrapan 

pelrlindungan  telrhadap anak korban pellelce lhan selksual selcara velrbal 

di ruang publik. 

3. Manfaat penelitian 

      Pelnellitian dan pelnulisan skripsi ini diharapkan belrmanfaat bagi 

masyarakat umum maupun bagi pelnulis se lndiri, atau delngan kata lain bagi 
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siapa pun yang melmelrlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat 

dipelrolelh dari dalam pelnulisan skripsi ini, yaitu: 

a. Selcara teloritis, hasil pelnellitian ini diharapkan melmbelrikan 

tambahan litelratur ilmu pelngeltahuan di bidang hukum, telrutama 

untuk mellihat bagaimana pelrlindungan telrhadap anak selbagai 

korban tindak pidana pellelcelhan selksual selcara velrbal di ruang 

publik. 

b. Selcara praktis, hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melnjadi 

manfaat kelpada masyarakat umum agar melndapatkan pelmahaman 

telntang pelrlindungan telrhadap anak selbagai korban tindak pidana 

pellelcelhan selksual selcara velrbal di ruang publik.  

B.  Defenisi operasional 

      Delfinisi opelrasional atau kelrangka konselp adalah kelrangka yang 

melnghubungkan delfinisi-delfinisi atau konse lp-konselp khusus yang ditelliti, selsuai 

delngan judul pelnellitian yang diajukan olelh pelnulis yaitu “Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara 

Verbal di Ruang Publik Studi Kasus SMA Swasta Harapan Satu Medan”. 

1. Pelrlindungan Hukum adalah konselp dalam ilmu hukum yang melrujuk pada 

selgala upaya, melkanismel, dan instrumeln hukum yang diseldiakan olelh 

nelgara atau lelmbaga belrwelnang untuk melnjaga, mellindungi, dan 

melmulihkan hak-hak selrta kelpelntingan individu, kellompok, atau 

masyarakat dari pellanggaran, ancaman, atau kelrugian yang diselbabkan olelh 

tindakan orang lain, kelbijakan, atau ke ladaan telrtelntu. 
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2. Anak adalah individu yang belrada pada tahap awal kelhidupan manusia, 

yaitu dari saat lahir hingga melncapai usia delwasa, di mana anak seldang 

melngalami pelrkelmbangan fisik, elmosional, kognitif, dan sosial yang pelsat. 

Anak dianggap selbagai kellompok relntan yang melmbutuhkan pelrlindungan, 

pelndidikan, dan kasih sayang dari kelluarga, masyarakat, dan nelgara. 

3. Korban Tindak Pidana adalah individu, kellompok, atau eltnis yang 

melngalami kelrugian, pelndelritaan, atau pe llanggaran hak akibat telrjadinya 

suatu pelrbuatan. Kelrugian bisa belrsifat fisik, melntal, elmosional, elkonomi, 

atau sosial, dan korban belrhak atas pelrlindungan, pelmulihan, selrta keladilan 

dari nelgara. 

4. Pellelcelhan Selksual adalah belntuk tindakan, pelrilaku, atau ucapan yang 

belrsifat selksual dan mellanggar batas pribadi, martabat, atau pelrseltujuan 

selselorang, yang melnyelbabkan korban melrasa tidak nayaman, telrhina, atau 

trauma. Pellelcelhan se lksual bukan hanya keljahatan, tapi juga pellanggaran 

hak asasi manusia yang dapat melninggalkan dampak psikologis jangka 

panjang, selpelrti delprelsi atau keltakutan. 

5. Ruang Publik adalah arela atau telmpat yang telrbuka dan dapat diaksels olelh 

masyarakat umum selcara belbas, tanpa adanya batasan atau diskriminasi. 

Ruang publik biasanya dirancang untuk melmfasilitasi intelraksi sosial, 

kelgiatan relkrelasi, pelrtelmuan, atau aktivitas. 

C. Keaslian Penelitian 

      Belrdasarkan pelrmasalahan dan meltodel yang dite llusuri, tidak ditelmukan 

pelnellitian yang sama delngan telma dan pokok bahasan selrupa delngan judul 
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pelnellitian “Pelrlindungan Telrhadap Korban Tindak Pidana Pellelcelhan Selksual 

Selcara Velrbal di Ruang Publik Studi Kasus SMA Swasta Harapan Satu Meldan”. 

Melskipun telrdapat belbelrapa pelnellitian lain yang hampir seljelnis delngan pelnellitian 

ini, namun hal ini telrbukti bukan me lrupakan hasil plagiasi dari hasil karya lainnya. 

Adapun belbelrapa judul pelnellitian yang hampir melndelkati selrupa delngan 

pelnellitian dalam pelnulisan skripsi ini, diantaranya : 

1. Skripsi Farad Aulia Azza, yang belrjudul “Pelrlindungan Hukum Telrhadap 

Anak Selbagai Pe llaku Tindak Pidana Kelkelrasan Hingga Melnyelbabkan 

Kelmatian (Analisis Putusan Nomor : 12/Pid.sus Anak/2020/PN Jkt.Pst)” 

dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023). 

Kelsamaan pelnellitian pelnulis delngan Farad Aulia Azza ialah sama-sama 

melmbahas telntang Pelrlindungan Hukum Telrhadap Anak. Pelrbeldaan 

pelnellitian pelnulis delngan Farad Aulia Azza ialah dari selgi pellaku. Jika 

Farad Aulia Azza melnelliti anak selbagai pellaku maka saya melnelliti bahwa 

anak selbagai korban. 

2. Skripsi Siti Fatimah, yang belrjudul “Pellindungan Hukum Telrhadap Anak-

Anak Korban Kelkelrasan Selksual Olelh Le lmbaga Pelrlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK)” dari Fakultas Hukum Univelrsitas Andalas Padang (2024). 

Kelsamaan pelne llitian pelnulis delngan Siti Fatimah ialah sama-sama 

melmbahas telntang anak selbagai korban Tindak Pidana. Pelrbeldaan 

pelnellitian pelnulis delngan Siti Fatimah ialah dari objelk Tindak Pidananya. 

Jika Siti Fatimah melnelliti anak korban kelkelrasan selksual olelh Lelmbaga 
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pelrlindungan saksi dan korban maka saya melnelliti bahwa anak korban 

pellelcelhan selksual selcara velrbal di ruang publik. 

3. Skripsi Abina Rotua Simamora, yang belrjudul “Pelrlindungan Hukum 

Telrhadap Anak Selbagai Korban Kelkelrasan Fisik Dalam Kelluarga (Studi 

Kasus Putusan No.169/Pid.Sus/2021/ PN.Tar)” dari Fakultas Hukum 

Univelrsitas Bornelo Tarakan (2022). Kelsamaan pelne llitian pelnulis delngan 

Abina Rotua Simamora ialah sama-sama melmbahas telntang anak selbagai 

korban. Pelrbeldaan Pe lnellitian pelnulis delngan Abina Rotua Simamora ialah 

dari belntuk tindakannya. Jika Abina Rotua Simamora melnelliti anak 

melnjadi korban selcara fisik dalam kelluarga maka saya melnelliti bahwa anak 

melnjadi korban selcara velrbal di ruang publik. 

      Selcara konstruktif, substansi dan pelmbahasan telrhadap keltiga pelnellitian 

telrselbut di atas belrbelda delngan pelnellitian yang dilalukan olelh pelnulis saat ini. 

dalam kajian topik bahasan yang pelnulis angkat keldalam belntuk skripsi ini 

melngarah kelpada aspelk pelnellitian khusus telrkait delngan Pelrlindungan hukum 

telrhadap anak korban tindak pidana pellelcelhan selksual selcara velrbal di ruang 

publik. 

D. Metode Penelitian 

      Meltodellogi Pelnellitian hukum melmbelrikan dasar untuk melrelncanakan, 

melnjalankan, dan melngelvaluasi telori dan praktik dalam pelnellitian.9 Meltodel dapat 

diartikan selbagai logika dari selbuah pelnellitian. Pelnellitian pada hakikatnya 

                                                           
       9 Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, 2024, Metodelogi 

Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum, Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, halaman 12. 
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melrupakan selbuah rangkaian kelgiatan ilmiah yang karelna itu melnggunakan 

meltodel ilmiah untuk melmelcahkan selbuah pelrmasalahan, atau bisa juga digunakan 

untuk melnelmukan selbuah kelbelnaran mellalui fakta-fakta yang ada. Dari belbelrapa 

pelnlgelrtian telrselbut dikeltahui bahwa meltodel pelnellitian adalah suatu cara untuk 

melmelcahkan masalah ataupun cara melngelmbangkan ilmu pelngeltahuan delngan 

melnggunakan meltodel ilmiah.10 Guna melndapatkan hasil pelnellitian yang 

maksimal, maka pelnellitian ini melnggunakan meltodel pelnellitian selbagai belrikut: 

1. Jenis Penelitian  

      Jelnis pelnellitian ini yang akan dilakukan adalah yuridis elmpiris delngan 

melnganalisis data-data dan dokumeln yang didapat. Tujuan dilakukan 

pelnellitian yuridis elmpiris adalah untuk melngeltahui bagaimana pellelcelhan 

selksual selcara velrbal di ruang publik yang di alami olelh siswa/i SMA 

Swasta Harapan Satu Meldan. Sellain itu, pelnellitian ini juga dilakukan 

delngan cara melmadukan bahan-bahan hukum yang melrupakan data 

selkundelr delngan data primelr yang dipelrolelh dari lapangan, pada pelnellitian 

ini pelnulis melmadukan bahan-bahan hukum selkundelr yaitu selpelrti belrupa 

bacaan yang rellelvan delngan matelri yang ditelliti, selpelrti buku-buku telntang 

hukum pidana dan karya ilmiah delngan data primelr yang langsung ditelrima 

dari hasil surveli/kuelsionelr di SMA Swasta Harapan Satu Meldan. 

 

 

                                                           
       10 Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Depok: Prenadamedia Group, halaman 3. 
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2. Sifat Penelitian  

      Untuk melnyellelsaikan pelnellitian ini, belrsifat pelnellitian yang digunakan 

adalah pelnellitian delskriptif, yang be lrarti melnampilkan pelristiwa atau 

kondisi hukum yang selbelnarnya. Olelh selbab itu, sifat pelnellitian yang 

digunakann dalam pelnellitian ini adalah delskriptif. 

      Pelnellitian Delskriptif adalah pelnellitian yang belrsifat pelmaparan, dan 

belrtujuan untuk melmpelrole lh gambaran (delskripsi) lelngkap telntang 

keladaan hukum yang belrlaku di telmpat telrtelntu, atau melngelnai geljala 

yuridis yang ada, atau suatu pelristiwa hukum telrte lntu yang telrjadi dalam 

masyarakat.11 

3. Pendekatan Penelitian 

      Dikarelnakan pelnellitian ini melnggunakan je lnis pelnellitian yuridis 

elmpiris, maka pelnellitian ini melnggunakan belbelrapa pelndelkatan pelnellitian, 

yakni pelndelkatan pelrundang-undangan (statute l approach) dan pelndelkatan 

kasus (case l approach). 

      Pelnde lkatan pelrundang-undangan (statute l approach) adalah pelndelkatan 

delngan melnggunakan lelgislasi dan relgulasi.12 Delngan melnggunakan 

pelndelkatan ini, dimaksudkan untuk melnellaah selluruh atau Undang-Undang 

delngan aturan lain yang belrsangkut paut delngan isu hukum yang ditangani. 

Sellain itu, delngan melnggunakan pe lndelkatan pelrundang-undangan ini, 

pelnulis akan melnellaah apakah Undang-Undang telrselbut konsisteln dan 

                                                           
       11 Ibid., halaman 27. 

       12 Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, halaman 

56. 
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selsuai antara Undang-Undang delngan Undang-Undang lainnya atau delngan 

Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 1945.  

      Pelnde lkatan kasus (case l approach) adalah pelndelkatan yang dilakukan 

delngan cara mellakukan tellaah telrhadap kasus-kasus yang belrkaitan delngan 

isu yang dihadapi yang telrlah telrjadi.13 

4. Sumber Data Penelitian 

      Sumbelr data yang digunakan dalam pelnellitian ini yaitu, selbagai belrikut: 

a. Data yang belrsumbelr dari hukum islam; yaitu Al-Qur’an (Qs. Al 

Kahfi: 46), (Qs. An-Nur: 33), (Qs. An-Nisa’: 124). Dalam pelnellitian 

ini, ayat Al-Qur’an digunakan selbagai dasar untuk melngkaji, 

melnganalisis, dan melnjawab masalah yang dibahas. Data yang 

belrasal dari hukum islam ini biasanya diselbut selbagai data 

kelwahyuan. 

b. Data primelr; yaitu data yang dipelrolelh langsung dari lapangan. 

Lokasi pelnellitian ini dilakukan di SMA Swasta Harapan Satu 

Meldan di jalan Imam Bonjol No. 35 Meldan. 

c. Data selkundelr; yaitu data pustaka yang melncakup dokumeln-

dokumeln relsmi, selpelrti Undang-Undang Dasar 1945, pelraturan 

pelrundang-undangan, buku ilmiah dan hasil pelnellitian telrdahulu, 

yang telrdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primelr, yang telrdiri dari: 

                                                           
       13 Ibid., halaman 57. 
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a) Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indonelsia 

Tahun 1945 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telntang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana 

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telntang Tindak 

Pidana Kelkelrasan Selksual 

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 telntang 

Pelrlindungan Anak 

e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telntang 

Pelrlindungan Saksi dan Korban. 

2) Bahan Hukum Selkundelr; yaitu bahan yang melmbelrikan suatu 

pelnjellasan telntang litelratur hukum dasar, selpelrti buku, jurnal, dan 

artikell yang dianggap telrkait delngan subjelk hukum. 

3) Bahan Hukum Telrsielr; yaitu bahan yang melmbelrikan peltunjuk 

ataupun pelnjellasan telrkait bahan hukum primelr maupun bahan 

hukum selkundelr, selpelrti kamus hukum ataupun elnsiklopeldia, 

kamus belsar bahasa Indonelsia, intelrnelt dan lainnya untuk 

melnjellaskan istilah-istilah sulit. 

5. Alat Pengumpulan Data 

      Alat Pelngumpulan data yang dilakukan dalam pelnellitian skripsi ini 

adalah delngan cara studi lapangan (fie lld re lse larch) dan studi kelpustakaan 

(library re lse larch). Studi lapangan dilakukan di SMA Swasta Harapan Satu 

Meldan delngan meltodel pelngisian kuelsionelr/surveli kelpada relspondeln 
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selbanyak 79 orang relspondeln, 67,1% pelrelmpuan, 32,9% laki-laki. Relntan 

usia 15-18 tahun, 26,6% 15 tahun, 39,2% 16 tahun, 31,6% 17 tahun, 0% 18 

tahun. Dan relspondeln telrdiri dari kellas 10-12, 30,4% kellas 10, 41,8% kellas 

11, 27,8% kellas 12. Seldangkan studi kelpustakaan digunakan untuk 

melmpelrolelh sumbelr data delngan cara pelnellusuran, pelnghimpunan dan 

pelngumpulan bahan-bahan hukum telrtulis yang rellelvan delngan telma dan 

judul pelnellitian ini. Studi Kelpustakaan dalam pelnellitian ini dilakukan 

delngan dua cara yaitu: 

a. Offline l, yaitu melnghimpun data studi kelpustakaan (library 

re lse larch) selcara langsung delngan melngunjungi toko-toko buku, 

pelrpustakaan kampus Univelrsitas Muhammadiyah Sumatelra Utara 

(UMSU) guna melnghimpun data selkundelr se lpelrti: buku-buku 

hukum, dokumeln, jurnal ilmiah, pelraturan pelrundang-undangan, 

dan lain selbagainya yang dibutuhkan dalam pelnellitian dimaksud. 

b. Online l, yaitu pelne llitian kelpustakaan (library re lse larch) yang 

dilakukan delngan melncari di meldia intelrnelt selpelrti e l-book, e l-

journal dan itelm-itelm yang belrkaitan delngan topik pelnellitian 

delngan tujuan untuk melngumpulkan data skundelr yang dilakukan 

untuk prosels pelnellitian ini. 
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6. Analisis Data 

      Analisis data melrupakan suatu kelgiatan dalam pelnellitian yang belrupa 

mellakukan kajian atau tellaah te lrhadap hasil pelngolaan data yang dibantu 

delngan telori dibuat selbellumnya. 14   

      Analisis data yang dilakukan delngan mellakukan studi lapangan (fie lld 

re lse lae lch) dan studi kelpustakaan (library re lse larch). Selhingga, dapat 

diambil pelmelcahan masalah yang akan diuraikan delngan melnggunakan 

analisis kualitatif yakni pelmellihan telori-telori, asas-asas, norma-norma, 

doktrin dan Pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang rellelvan delngan 

pelrmasalahan, melmbuat sistelmatika dari data-data telrselbut selhingga akan 

melnghasilkan kualifikasi telrtelntu yang selsuai delngan pe lrmasalahan yang 

akan dibahas dalam pelnellitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
       14 Wiwik Sri Widiarty, 2024, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta: Publika Global 

Media, halaman 154. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perlindungan Hukum 

      Pelnge lrtian pelrlindungan melnurut Kamus Belsar Bahasa Indonelsia diartikan 

dalam belbelrapa unsur selbagai belrikut: 

1. Lindung : belrlindung melnelmpatkan dirinya dibawah (dibalik dan 

dibellakang) selsuatu supaya tidak telrlihat atau tidak telrkelna angin, panas, 

dan selbagainya; belrselmbunyi; belrada ditelmpat yang aman supaya 

telrlindung; minta tolong Kelpada Tuhan Yang Maha ELsa agar sellamat atau 

telrhindar dari godaan, belncana, dan dosa. 

2. Mellindung : melnutupi supaya tidak telrlihat atau tampak, melnjaga; 

melrawat; melmellihara, melnyellelmatkan (melmbelri pelrtolongan dan 

selbagainya) supaya telrhindar dari mara bahaya. 

3. Mellindungkan : melmbuat (diri) telrlindung (te lrselmbunyi dan selbagainya), 

melmpelrgunakan selsuatu untuk mellindungi, melnaruhkan (melnelmpatkan) 

selsuatu ditelmpat yang aman atau telrlindung. 

4. Telrlindung : telrtutup olelh selsuatu selhingga tidak telrlihatan (tidak kelna 

panas, angin, dan selbagainya). Telrselmbunyi (dibalik selsuatu), disellamatkan 

(dari belncana dan selbagainya). 

5. Lindungan : yang dilindungi, telmpat belrlindung. 

6. Pelrlindungan : telmpat belrlindung, hal (pelrbuatan dan selbagainya) 

melmpelrlindungi. 



19 

 

 
 

7. Melmpelrlindungi : melnjadikan atau melyelbabkan belrlindung. 

8. Pellindung : orang yang mellindungi dan alat untuk me llindungi. 

9. Pellindungan : prosels, cara, pelrbuatan mellindungi. 

10.  Kellindungan : te lrlindung, telrlampaui, telrsaingi. 15 

      Pelnge lrtian pelrlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu belntuk pellayanan 

yang wajib dilaksanakan olelh parat pelnelgak hukum atau aparat kelamanan untuk 

melmbelrikan rasa aman, baik fisik maupun melntal, kelpada korban dan sanksi dari 

ancaman, gangguan, telror, dan kelkelrasan dari pihak manapun yang dibelrikan pada 

tahap pelnyellidikan, pelnuntutan, dan atas pelmelriksaan di sidang pelngadilan.16 

      Pelnge lrtian hukum melnurut Kamus Belsar Bahasa Indonelsia adalah pelraturan 

atau adat yang selcara relsmi dianggap melngikat, yang dikukuhkan olelh pelnguasa 

atau pelmelrintah; Undang-Undang, pelraturan, dan selbagainya untuk melngatur 

pelrgaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah dan keltelntuan) melngelnai pelristiwa 

(alam dan selbagainya) yang telrtelntu; kelputusan (pelrtimbangan) yang diteltapkan 

olelh hakim (dalam pelngadilan).17 

      Philipus M. Hadjon melnjellaskan bahwa pelrlindungan Hukum manusia yang 

dimiliki olelh subyelk hukum belrdasarkan keltelntuan hukum dari kelselwelnangan, 

yang belrsumbelr pada pancasila dan konselp nelgara hukum.18 

                                                           

      15 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) https://www.kbbi.web.id/lindung#google_vignette, 

(diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 pukul 19.27 WIB) 

       16 Ahmad Fauzi (2024), “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran 

(Literature Riview Dari Buku: Dr. Hazinah Aziz S.H., M.H)”, Jurnal Intelek dan Cendikiawan 

Nusantara 1, No. 2, halaman 3397.  

       17 Dhoni Martien, 2023, Perlindungan Hukum Data Pribadi, Makassar: Mitra Ilmu, halaman 
20. 

       18 Romli, et.al, 2024, Perlindungan Hukum, Palembang: CV. Doki Course and Training, 

halaman 32. 

https://www.kbbi.web.id/lindung#google_vignette,
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      Lelbih lanjut Philipus M. Hadjon melnje llaskan bahwa untuk melmbelrikan 

pelrlindungan hukum telntu harus melnggunakan sarana selbagai belrikut: 

1. Sarana pelrlindungan hukum parelvelntif pada pelrlindungan hukum prelvelntif 

ini, subyelk hukum dibelrikan kelselmpatan untuk melngajukan kelbelritan atau 

pelndapatnya selbe llum suatu kelputusan pelme lrintah melndapat belntuk yang 

delfintif. Tujuannya adalah melncelgah telrjadinya selngkelta pelrlindungan 

hukum prelvelntif sangat belsar artinya bagi tindak pelmelrintah yang 

didasarkan pada kelbelbasan belrtindak karelna delngan adanya pelrlindungan 

hukum yang prelvelntif pelmelrintah telrdorong untuk belrsifat hati-hati dalam 

melngambil kelputusan yang didasarkan pada diskrelsi. Di Indonelsia bellum 

ada pelngaturan khusus melngelnai pelrlindungan hukum prelvelntif. 

2. Sarana pelrlindung hukum relprelsif pelrlindungan hukum yang relpselsif 

belrtujuan untuk melnyellelsaikan selngkelta. Pelnanganan pelrlindungan hukum 

olelh pelngadilan umum dan pelngadilan administrasi di Indonelsia telrmasuk 

katelgori pelrlindungan hukum ini. Prinsip pelrlindungan hukum telrhadap 

tindakan pelmelrintah belrtumpu dan belrsumbelr dari konse lp telntang 

pelngakuan dan pelrlindungan telrhadap hak-hak asasi manusia diarahkan 

kelpada pelmbatasan-pelmbatasan dan pelleltakan kelwajiban masyarakat dan 

pelmelrintah. Prinsip keldua yang melndasari pelrlindungan hukum telrhadap 

tindak pelmelrintah adalah prinsip nelgara hukum. Dikaitkan delngan 

pelngakuan dan pelrlindungan telrhadap hak-hak asasi manusia, pelngakuan 
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dan pelrlindungan telrhadap hak-hak asasi manusia melndapat telmpat utama 

dan dapat dikaitkan delngan tujuan dari nelgara hukum.19 

      Belrdasarkan dari pelndapat ahli telrselbut, pelnelliti melnyimpulkan bahwa 

pelrlindungan hukum adalah selbuah upaya yang dilakukan olelh aparat kelpolisian 

dalam hal mellindungi atau melmbelrikan pe lrtolongan ke lpada subjelk hukum dari 

pelrbuatan selwelnang-welnang olelh orang-orang yang tidak selsuai delngan aturan 

hukum agar warga nelgara melrasa aman, baik selcara pikiran fisik dari gangguan dan 

belrbagai macam ancaman dari pihak manapun. 

      Pelrlindungan hukum adalah melmbelrikan pelngayoman kelpada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan pelrlindungan telrselbut dibelrikan kelpada 

masyrakat delngan tujuan agar melrelka dapat melnikmati selmua hak-hak yang 

dibelrikan olelh hukum. 

      Belntuk pelrlindungan hukum melnurut Philipus M Hardjo pelrlindungan hukum 

bagi rakyat ada dua yaitu:  

1. Pelrlindungan Hukum Prelvelntif artinya rakyat dibelrikan kelselmpatan untuk 

melngajukan kelbelratan atau pelndapatnya selbellum suatu kelputusan 

pelmelrintah melndapat be lntuk yang de lfintif. Tujuannya adalah melncelgah 

telrjadinya selngkelta dalam melngambil kelputusan yang didasarkan pada 

diskrelsi. 

2. Pelrlindungan Hukum Relpselsif telrdapat pelnggunaan pelrlindungan yang 

lelbih difokuskan pada pelnyellelsaian selngkelta, selrta pelngellolaan 

                                                           
       19 Moh. Le Wayan Dani, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan 
Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di 

Kabupaten Bantul)”, Skripsi Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Halaman 9. 
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pelrlindungan hukum yang dilakukan olelh pelngadilan umum dan pelngadilan 

administrasi di Indonelsia. Pelrlindungan hukum belrsifat relprelsif seljalan 

delngan pelnelgakan hukum, karelna prosels pelnyellelsaian selngkelta yang 

belrakhir di pelngadilan melrupakan bagian intelgral dari pelnelgakan hukum 

itu selndiri. Delngan delmikian, pelrlindungan hukum relprelsif sangat elrat 

kaitannya delngan pelnelyellelsaian selngkelta.20 

Dalam pelrlindungan hukum telrdapat belbelrapa asas-asas hukum diantaranya:  

1. Asas Manfaat, artinya pelrlindungan korban ditujukan tidak hanya untuk 

kelmanfaatan bagi korban saja, mellainkan juga untuk kelpelntingan 

masyarakat luas telrutama dalam upaya melngurangi keljahatan dan 

melmbangun keltelrtiban sosial 

2. Asas Keladilan, artinya pelnelrapan asas keladilan dalam upaya pelrlindungan 

korban keljahatan tidak belrsifat mutlak, dikarelnakan hal telrselbut juga 

dibatasi olelh rasa keladilan  

3. Asas Kelpastian Hukum, asas ini dapat melmbelrikan landasan hukum yang 

kuat bagi aparat pelnelgak hukum untuk melnjalankan tugasnya dalam upaya 

melmbelrikan pelrlindungan hukum kelpada korban keljahatan.21 

                                                           
       20 Mhd Sayyid Ihsan Rambe & Atikah Rahmi. (2024). “Perlindungan Anak Korban Kekerasan 

Seksual (Studi Komparatif: Hukum Nasional dan Hukum Thailand)”. Jurnal Ilmiah Penelitian V, 

No. 1, halaman 23. 
       21 Dyah Harum Surtikanti, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana 

Pelecehan Seksual di Ruang Publik. Persyaratan untuk menyelelsaikan program sarjana strata satu. 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 18.  
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B. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum 

      Selcara umum anak adalah selorang individu yang masih dalam tahap 

pelrtumbuhan dan pelrkelmbangan baik selcara fisik maupun melntal. Anak dianggap 

bellum matang selcara hukum, sosial, dan e lmosional untuk melmbuat ke lputusan 

selndiri.22 

      Anak melrupakan anugelrah yang dibelrikan kelpada seltiap orang tua. Maka dari 

itu, kita harus melnjaganya delngan selbaik mungkin. Hal ini selsuai delngan QS. 

Alkahfi ayat 46 delngan bunyi: 

لِح وَالْبٰقِيٰتُ  الدُّنْيَا   الْحَيٰوةِ  زِيْنَةُ  وَالْبنَوُْنَ  الَْمَالُ  الصّٰ َٰ خَيْر   ثوََابًا رَبِ كَ  عِنْدَ  خَيْر   تُ  ۝٤٦ امََلً  وَّ  

Artinya:  

“Harta dan anak-anak adalah pe lrhiasan ke lhidupan dunia te ltapi 

amalan-amalan yang ke lkal lagi sale lh adalah le lbih baik pahalanya di 

sisi Tuhanmu se lrta le lbih baik untuk me lnjadi harapan,” QS. Al-Kahfi46. 

      Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pelrubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 telntang Pelrlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah 

selselorang yang bellum belrusia 18 (dellapan bellas) tahun, telrmasuk anak yang masih 

didalam kandungan.23 Salah satu pelrlindungan yang dibelrikan olelh nelgara adalah 

pelrlindungan telrhadap anak. Seltiap nelgara melmiliki tanggung jawab untuk 

melmbelrikan pelrlindungan telrhadap anak dari tindakan diskriminasi dan kelkelrasan 

selksual telrhadap anak. 

                                                           
       22 Nanda Dwi Rizkia, et.al, 2024, Hukum Perlindungan Anak, Bandung: Widina Media Utama, 
halaman 116.  

       23 Adi Mansar, 2022, Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia, Sumedang: CV. Mega 

Press Nusantara, halaman 25. 
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      Pelrlindungan anak melrupakan upaya untuk melmelnuhi pellaksanaan hak dan 

kelwajiban anak selcara manusiawi. Seltiap anak harus dipelnuhi haknya agar 

telrwujudnya gelnelrasi pelnelrus bangsa. Seltiap anak pelrlu melndapatkan kelselmpatan 

untuk tumbuh dan belrkelmbang selcara optimal, baik fisik, melntal dan sosial selrta 

belrakhlak mulia, untuk itu pelrlu pelmelnuhan hak-haknya tanpa pelrlakuan 

diskriminasi.24 

      Pelrlindungan anak melnyangkut belrbagai aspelk kelhidupan dan pelnghidupan, 

agar anak belnar-be lnar dapat tumbuh dan belrkelmbang delngan wajar selsuai delngan 

hak asasinya delngan melmpelrhatikan belrbagai dokumeln dan pelrtelmuan 

intelrnasional, dapat dilihat bahwa kelbutuhan telrhadap pelrlunya pelrlindungan 

hukum telrhadap anak dapat me lncakup belrbagai bidang, antara lain; 

1. Pelrlindungan telrhadap hak-hak asasi dan kelbelbasan anak 

2. Pelrlindungan anak dalam prosels pelradilan 

3. Pelrlindungan kelseljahtelraan anak (dalam lingkungan kelluarga, pelndidikan, 

dan lingkungan sosial) 

4. Pelrlindungan anak dalam masalah pelnahanan dan pelrampasan 

kelmelrdelkaan 

5. Pelrlindungan anak dari selgala belntuk elksploitasi 

6. Pelrlindungan anak-anak jalanan 

7. Pelrlindungan anak dari akibat-akibat pelpelrangan atau konflik belrselnjata 

                                                           
       24 Atikah Rahmi. (2022). “Perkawinan Usia Anak: Implikasi Hukum dan Upaya Pencegahan 

Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam”. Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi 

1, No.1, halaman 201. 
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8. Pelrlindungan anak telrhadap tindakan kelke lrasan.25 

Pelrlindungan anak dapat dibeldakan melnjadi dua bagian yaitu:  

1. Pelrlindungan yang belrsifat yuridis yang melliputi pelrlindungan dalam 

bidang hukum publik dan dalam bidang hukum kelpelrdataan. 

2. Pelrlindungan anak yang belrsifat non-yuridis yang melliputi pelrlindungan 

dalam bidang sosial, bidang kelselhatan, dan bidang pe lndidikan.26 

Dasar pelrlindungan anak diantaranya adalah:  

1. Dasar Filosofis yaitu pancasila selbagai dasar kelgiatan dalam belrbagai 

bidang kelhidupan kelluarga, belrmasyarakat, belrnelgara dan belrbangsa, dan 

dasar filosofis pellaksanaan pelrlindungan anak. 

2. Dasar E Ltis yaitu pellaksanaan pelrlindungan anak harus selsuai delngan eltika 

profelsi yang belrkaitan, untuk melncelgah pelrilaku melnyimpang dalam 

pellaksanaan pelrlindungan anak. 

3. Dasar Yuridis yaitu  pellaksanaan pelrlindungan anak harus didasarkan pada 

Undang-Undang Dasar 1945 dan belrbagai pelraturan pelrundang-undangan 

lainnya yang belrlaku. Pelnelrapan dasar yuridis ini harus selcara inte lgratif, 

yaitu pelnelrapan telrpadu me lnyangkut pelraturan pelrundang-undangan dari 

belrbagai bidang hukum yang belrkaitan.27 

                                                           
       25 Erlina Maria Chirstin Sinaga dan Sharfina, 2020, Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan, 

Depok: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 58. 

       26 Nanda Nurul Faida, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual 

di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 

2017-2019. Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, halaman 17.  

       27 Maidin Gultom, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: PT. 

Refika Aditama, halaman 70.  
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      Hak anak adalah hak asasi manusia, selbagaimana selcara telgas telrcantum dalam 

Konsititusi Indonelsia dan lelbih rinci diatur dalam Undang-Undang HAM dan 

Undang-Undang Pelrlindungan Anak. Olelh karelna itu, nelgara wajib melnjamin 

pelrlindungan telrhadap selluruh hak anak. Pelrlindungan itu belrlaku untuk seltiap 

anak Indonelsia tanpa diskriminasi.28 

      Pelraturan melnge lnai hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Pelrubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telntang 

Pelrlindungan Anak, telrdapat dalam Pasal 4 sampai delngan Pasal 18, antara lain 

selbagai belrikut: 

1. Seltiap anak belrhak untuk hidup, tumbuh, belrkelmbang dan belrpartisipasi 

selcara wajar selsuai delngan harkat dan martabat kelmanusiaan, selrta 

melndapat pelrlindungan dari kelkelrasan dan diskriminasi (Pasal 4); 

2. Seltiap anak belrhak atas suatu nama selbagai idelntitas diri dan status 

kelwarganelgaraan (Pasal 5); 

3. Seltiap anak belrhak untuk belribadah melnurut agamanya, belrpikir, dan 

belrelksprelsi selsuai delngan tingkat kelcelrdasan dan usianya dalam 

bimbingan orang tua (Pasal 6); 

4. Seltiap anak belrhak untuk melnge ltahui orang tuanya, dibelsarkan dan diasuh 

olelh orang tuanya selndiri (Pasal 7 ayat (1); 

5. Dalam hal karelna suatu selbab orang tuanya tidak dapat melnjamin tumbuh 

kelmbang anak, atau anak dalam keladaan telrlantar maka anak telrselbut 

                                                           
       28 Rahmat Ramadhani, 2021, Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Anak, Medan: Umsu Press, 

halaman 7.  
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belrhak diasuh atau diangkat selbagai anak asuh atau anak angkat olelh orang 

lain selsuai delngan keltelntuan pelrundang-undangan yang belrlaku (Pasal 7 

ayat (2); 

6. Seltiap anak belrhak melmpelrolelh pellayanan kelselhatan dan jaminan sosial 

selsuai delngan kelbutuhan fisik, melntal, spiritual dan sosial (Pasal 8); 

7. Seltiap anak belrhak melmpelrolelh pelndidikan dan pelngajaran dalam rangka 

pelrkelmbangan pribadinya dan tingkat kelcelrdasannya selsuai delngan minat 

dan bakatnya (Pasal 9 ayat (1); 

8. Sellain hak anak selbagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak 

yang melnyandang cacat juga belrhak melmpelrolelh pelndidikan luar biasa 

seldangkan bagi anak yang melmiliki kelunggulan juga belrhak 

melndapatkan Pelndidikan khusus (Pasal 9 ayat (2); 

9. Seltiap anak belrhak melnyatakan dan didelngar pelndapatnya, melnelrima, 

melncari dan melmbelrikan informasi selsuai delngan tingkat kelcelrdasan dan 

usianya delmi pelngelmbangan dirinya selsuai de lngan nilai-nilai ke lsusilaan 

dan kelpatutan (Pasal 10); 

10. Seltiap anak belrhak untuk belristirahat dan melmanfaatkan waktu luang, 

belrgaul delngan anak yang selbaya, belrmain, belrelkrelasi, dan belrkrelasi 

selsuai delngan minat, bakat, dan tingkat kelcelrdasan delmi pelngelmbangan 

diri (Pasal 11); 

11. Seltiap anak yang melnyandang cacat belrhak melmpelrolelh relhabilitasi, 

bantuan sosial dan pelmelliharaan taraf kelseljahtelraan sosial (Pasal 12); 

12. Seltiap anak sellama dalam pelngasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 
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maupun yang belrtanggung jawab atas pelngasuhan, belrhak melndapat 

pelrlindungan dari pelrlakuan: diskriminasi; elksploitasi baik elkonomi 

maupun selksual; pelnellantaran; kelkeljaman, ke lkelrasan dan pelnganiayaan; 

keltidakadilan; dan pelrlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat (1); 

13. Pelnangkapan, pelnahanan atau tindak pidana pelnjara anak hanya dapat 

dilakukan apabila selsuai delngan hukum yang belrlaku dan hanya dapat 

dilakukan selbagai upaya telrakhir (Pasal 16 ayat (3); 

14. Seltiap anak yang dirampas kelkuasaannya belrhak untuk: 

a. Melndapat pelrlakuan selcara manusiawi dan pelnelmpatannya 

dipisahkan dari orang delwasa 

b. Melmpelrolelh bantuan hukum atau bantuan lainnya selcara elfelktif 

dalam seltiap tahapan upaya hukum yang belrlaku 

c. Melmbella diri dan melmpelrolelh keladilan didelpan pelngadilan anak 

yang obyelktif dan tidak melmihak dalam sidang telrtutup untuk 

umum (Pasal 17 ayat (1) 

15. Seltiap anak yang melnjadi korban atau pellaku kelkelrasan selksual atau 

belrhadapan delngan hukuman belrhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2) 

16. Seltiap anak yang melnjadi korban atau pellaku tindak pidana be lrhak 

melndapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).29 

      Adapun pelrnyataan hak-hak anak melnurut konvelnsi dapat dibagi dalam 4 

(elmpat) katelgori yaitu: 

                                                           
       29 Maidin Gultom, Op.Cit., halaman 100. 
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1. Hak telrhadap kellangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk mellelstarikan dan 

melmpelrtahankan hidup dan hak untuk melmpelrolelh standar kelselhatan 

telrtinggi dan pelrawatan yang selbaik-baiknya. 

2. Hak telrhadap pelrlindungan, yaitu hak-hak untuk pelrlindungan dari 

diskriminasi, tindak kelkelrasan dan pelnellantaran bagi anak yang tidak 

melmpunyai kelluarga bagi anak-anak pelngungsi.  

3. Hak untuk tumbuh kelmbang, yaitu hak-hak  melliputi selgala belntuk 

pelndidikan dan hak untuk melncapai standar hidup yang layak bagi 

pelrkelmbangan fisik, melntal, spritual, moral dan sosial anak. 

4. Hak untuk belrpatisipasi, yaitu hak-hak melliputi hak anak untuk melnyatakan 

pelndapat dalam selgala hal.30 

      Ada belbelrapa faktor pelnghambat dalam usaha pelngelmbangan hak-hak anak 

dalam pelradilan pidana adalah : 

1. Kurang adanya pelngelrtian yang telpat melngelnai usaha pelmbinaan, 

pelngawasan dan pelncelgahan yang melrupakan pe lrwujudan usaha-usaha 

pelrlindungan anak 

2. Kurangnya kelyakinan hukum bahwa pelrmasalahan anak me lrupakan suatu 

pelrmasalahan nasional yang harus ditangani belrsama karelna melrupakan 

tanggung jawab nasional.31 

                                                           
       30 Nursariani Simatupang & Faisal, 2018, Hukum Perlindungan Anak, Medan: CV. Pustaka 
Prima, halaman 26. 

       31 Wagiati Sutedjo & Melani, 2017, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT. Refika Aditama, 

halaman 54. 
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      kelwajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telntang 

Pelrubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telntang Pelrlindungan 

Anak, Pasal 19 yaitu; 

1. Melnghormati orang tua, wali, dan guru;  

2. Melncintai kelluarga, masyarakat, dan melnyayangi te lman; 

3. Melncintai tanah air, bangsa, dan nelgara; 

4. Melnunaikan ibadah selsuai delngan ajaran agamanya; 

5. Mellaksanakan eltika dan akhlak mulia.32 

      Anak yang belrhadapan delngan hukum adalah anak yang belrkonflik delngan 

hukum, anak yang melnjadi korban tindak pidana, dan anak yang melnjadi saksi 

tindak pidana. Saat ini dapat disaksikan bahwa anak tidak hanya selbagai pellaku, 

teltapi tidak seldikit anak yang melnjadi korban keljahatan baik itu di luar rumah 

maupun di dalam rumahnya selndiri, bahkan tak jarang anak harus melnyaksikan 

keljahatan yang telrjadi di selkellilingnya.33 Kelharmonisan dalam kelluarga 

melrupakan kunci utama agar anak tidak telrlibat dan belrkonflik delngan hukum.34 

      Unite ld Nations Childre ln’s Fund (UNICELF) melndelfisinikan anak belrkonflik 

delngan hukum (childre ln in conflict with the l law) adalah selselorang yang belrusia di 

bawah 18 (dellapan bellas) tahun yang belrhadapan delngan sistelm pelradilan pidana 

dikarelnakan yang belrsangkutan disangka atau dituduh mellakukan tindak pidana. 

                                                           
       32 Muhammad Imam Siregar, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur 

Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan No. 2/PID.SUS-Anak 

2021/PN.TBT). Persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu. Fakultas Hukum 

Universitas Medan Area, halaman 26.  
       33 Rahmat Ramadhani, Op.Cit., halaman 31. 

       34 Atikah Rahmi. (2022). “Legal Studies Concerning Chidren As Victims Of Prostitution”. IJRS: 

Internasional Journal Reglement & Society 3, No. 3, halaman 279. 
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      Melnurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telntang Sistelm Pelradilan 

Pidana Anak, anak yang belrkonflik delngan hukum melrupakan anak yang tellah 

belrumur 12 (dua bellas) tahun, teltapi bellum belrumur 18 (dellapan bellas) tahun yang 

diduga mellakukan tindak pidana.35 

      Pasal 16 dan 17 melnelgaskan khusus anak selbagai pellaku dalam anak belrkonflik 

hukum diselbutkan: 

Pasal 16: 

a. Seltiap anak belrhak melmpelrolelh pelrlindungan dari sasaran pelnganiayaan, 

pelnyiksaan, atau pelnjatuhan hukuman yang tidak manusiawi 

b. Seltiap anak belrhak untuk melmpelrolelh kelbelbasan selsuai delngan hukum 

c. Pelnangkapan, pelnahanan, atau tindak pidana pelnjara anak hanya dilakukan 

apabila selsuai delngan hukum yang belrlaku dan hanya dapat dilakukan 

selbagai upaya telrakhir 

Pasal 17: 

Seltiap anak yang dirampas kelbe lbasannya belrhak untuk 

a. Melndapatkan pelrlakuan selcara manusiawi dan pelnelmpatannya dipisahkan 

dari orang delwasa 

b. Melmpelrolelh bantuan hukum atau bantuan lainnya selcara elfelktif dalam 

seltiap tahapan upaya hukum yang belrlaku 

                                                           
       35 Fitri Jayanti Eka Putri, Lies Sulistiani, dan Agus Takariawan (2021), “Perlindungan Hukum 
Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada 

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I’Anatush-Shibyan,” 

Jurnal Poros Hukum Padjajaran 3, No. 1, halaman 116. 
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c. Melmbella diri dan melmpelrolelh keladilan di delpan pelngadilan anak yang 

objelktif dan tidak melmihak dalam sidang telrtutup untuk umum.36 

      Anak yang belrhadapan delngan hukum dapat diselmatkan pada seltiap anak yang 

belrstatus telrsangka, korban, dan saksi di dalam suatu kasus tindak pidana. Anak 

yang belrhadapan delngan hukum melnurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 telntang Sistelm Pelradilan Pidana Anak adalah anak yang belrhadapan 

delngan hukum melrupakan anak yang belrkonflik delngan hukum, anak yang 

melnjadi korban hukum, dan anak selbagai saksi tindak pidana. Melngacu pada Pasal 

telrselbut, anak yang belrhadapan delngan hukum telrdiri dari :37  

1. Anak yang belrkonflik delngan hukum yang sellanjutnya diselbut anak adalah 

anak yang tellah belrumur 12 (dua bellas) tahun, teltapi bellum 18 (dellapan 

bellas) tahun yang diduga mellakukan tindak pidana (Pasal 1 angka (3) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) 

2. Anak yang melnjadi korban tindak pidana yang sellanjutnya diselbut anak 

korban adalah anak yang bellum belrumur 18 (dellapan bellas) tahun yang 

melngalami pelndelritaan fisik, melntal dan atau kelrugian elkonomi yang 

diselbabkan olelh tindak pidana (Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012) 

3. Anak yang melnjadi saksi tindak pidana yang sellanjutnya diselbut anak saksi 

adalah anak yang bellum belrumur 18 (dellapan be llas) tahun yang dapat 

melmbelrikan keltelrangan guna kelpantingan pelnyeldikan, pelnuntutan dan 

                                                           
       36 Nursariani Simatupang & Faisal, Op.Cit., halaman 159. 
       37 Hukum Online. “Mengenal Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” Melalui 

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-

lt64081e7f1eea9/. (diakses pada tanggal 17 Januari 2026, pukul 19.39 WIB).  

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/
https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/
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pelmelriksaan di sidang pelngadilan te lntang suatu pelrkara pidana yang 

didelngar, dilihat atau dialami selndiri (Pasal 1 angka (5) Undang-Undang 

Nomor 11Tahun 2012).38 

C. Korban 

      Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telntang Pelrlindungan 

Saksi dan Korban melnyatakan korban adalah orang yang melngalami pelndelritaan 

fisik, melntal, dan/atau kelrugian elkonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana. 

Abdussalam melnjabarkan bahwa telrdapat korban pelrselorangan dan korban 

masyarakat. Korban pelrorangan adalah seltiap orang selbagai individu melndapat 

pelndelritaan baik jiwa, fisik, matelriil, maupun non-matelriil. Korban masyarakat 

adalah masyarakat yang dipelrlakukan diskriminatif tidak adil dan tumpang tindih 

pelmbagian hasil pelmbangunan.39 

      Tipologi keljahatan dapat ditinjau dari dua dimelnsi, pelrtama: dari pelrspelktif 

tingkat keltelrlibatan korban dalam telrjadinya keljahatan, keldua: faktor-faktor yang 

melnyelbabkan selselorang dapat melnjadi korban keljahatan. Belbe lrapa tipilogi 

korban, yaitu selbagai belrikut: 

1. Nonparticipating  victims, yaitu  melrelka  yang  tidak  pe lduli  telrhadap upaya 

pelnanggulangan keljahatan.  

2. Late lnt victims, yaitu melrelka yang melmpunyai sifat karaktelr telrtelntu 

selhingga celndelrung melnjadi korban.  

                                                           
       38 Erwin Susiolo, 2023, Wajah Sistem Peradilan Anak, Yogyakarta: CV. Andi Offest, halaman 
17.  

       39 Bambang Waluyo, 2021, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta: Sinar Grafika, 

halaman 11.  



34 

 

 
 

3. Procative l  victims, yaitu  yang  melnimbulkan  rangsangan  telrjadinya 

keljahatan. 

4. Participating   victims,   yaitu melrelka   yang   tidak   melnyadari   atau 

melmiliki   pelrilaku   lain   selhingga   melmudahkan   dirinya   melnjadi  

korban.  

5. False l  victims,  yaitu  melrelka  yang  melnjadi  korban  karelna  pelrbuatan  

yang dibuatnya selndiri. 40 

D. Pelecehan Seksual 

      Pellelcelhan selksual melrupakan tindakan keljahatan yang dilakukan delngan 

pelrbuatan mellelcelhkan, melrelndahkan, melnghina yang melngakibatkan pelndelritaan 

selcara psikis ataupun fisik. Melnurut Komnas Pelrelmpuan, pellelcelhan selksual 

selbelnarnya melngacu pada pelrbuatan yang belrnuansa selksual yang diutarakan 

mellalui kontak fisik atau non-fisik, yang belrtujuan kelpada bagian tubuh selksualitas 

selselorang. Pelrbuatan ini telrmasuk siulan, main mata, komelntar ataupun pelrkataan 

yang belrnuansa selksual, melmpelrtunjukkan matelri-matelri pornografi selrta 

kelinginan selksual, colelkan ataupun selntuhan pada bagian tubuh, gelrakan atau 

isyarat yang belrsifat selksual selhingga kelmudian melnimbulkan rasa tidak nyaman, 

telrsinggung atau melrasa dire lndahkan martabatnya, dan kelmudian hingga 

melnyelbabkan belrbagai masalah kelselhatan dan kelsellamatan.41 

      Pellelcelhan Selksual melnurut Melity Arianty STP., M.Psi, pellelcelhan selksual 

adalah selgala belntuk pelrilaku yang belrkonotasi selks yang dilakukan selpihak dan 

                                                           
       40 Mohammad Nurul Huda. (2022). “Korban Dalam Perspektif Vitimologi”. Jurnal Hukum dan 

Keadilan 6, No. 1, halaman 66. 

       41 Emy Rosnawati, Loc.cit.  
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tidak dikelhelndaki olelh korbannya, belntuknya dapat belrupa ucapan, tulisan, simbol, 

isyarat dan tindakan.42 Melnurut Collielr pelngelrtian pellelcelhan selksual melrupakan 

selgala belntuk pelrilaku belrsifat selksual yang tidak diinginkan olelh yang melndapat 

pelrlakuan telrselbut, dan pellelcelhan selksual yang dapat telrjadi atau dialami olelh 

selmua pelrelmpuan. Seldangkan melnurut Rubelnstelin pellelcelhan selksual selbagai sifat 

pelrilaku selksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada selks 

yang melnyinggung pelnelrima.43 

      Tong melnyelbutkan dua tipel pellelcelhan selksual yaitu pellelcelhan selksual tipe l 

koelrsif dan pellelcelhan selksual tipe l non- koelrsif, selbagai belrikut; 

1. Pellelcelhan selksual tipel koelrsif melncakup pelrilaku selksual yang tidak 

selnonoh, yang melnawarkan keluntungan atau ganjaran telrhadap subjelk yang 

dituju, dan/atau pelrilaku selksual yang tidak selnonoh, yang melmbelrikan 

ancaman kelrugian bagi subjelk yang dituju. 

2. Pellelcelhan selksual tipel non-koelrsif melrupakan pelrilaku-pelrilaku selksual 

yang tidak selnonoh yang hanya melnjelngkellkan atau melnyakitkan hati 

orang-orang yang dituju. 44 

 

 

                                                           
       42 Alethia Rabbani. “Definisi Pelecehan Seksual, Jenis, dan Tata Cara Pelaporan”. Melalui, 

https://www.sosiologi79.com/2020/04/definisi-Pelecehan-Seksual-jenis-dan.html. (diakses pada 

tanggal 20 Oktober 2025, pukul 14.03 WIB) 

       43 Kurnia Indriyanti Purnama Sari, et.al. 2020,  Kekerasan Seksual,  Bandung: CV. Media Sains 
Indonesia, halaman 8.  

       44 Karyanti & M. Andi Setiawan, 2019,  Bimbingan Klasik Berlandaskan Falsafah Adil 

Ka’Talino, Bacuramin Ka’Saruga, Basengat Ka’Jubata, Yogyakarta: K-Media, halaman 9. 

https://www.sosiologi79.com/2020/04/definisi-Pelecehan-Seksual-jenis-dan.html
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal di Ruang Publik 

      Kasus kelkelrasan selksual di Indonelsia melngalami pelningkatan se ltiap tahunnya, 

delngan korbannya bukan hanya orang delwasa teltapi sudah melrambah kel relmaja, 

dan bahkan anak-anak. Kasus kelkelrasan selksual telrcatat di Kelmelntelrian 

Pelmbelrdayaan Pelre lmpuan dan Pelrlindungan Anak (Kelmelntelrian PPA). 

Belrdasarkan data Sistelm Informasi Pelrlindungan Pelrelmpuan dan Anak (Simfoni 

PPA), pada tahun 2023 telrdapat 19.883 kasus ke lkelrasan selksual. Pada tahun 2024 

angka telrselbut melngalami pelningkatan dibandingkan tahun 2023 yang belrada 

diangka 31.974 kasus. 

      Korban kelkelrasan selksual didominasi olelh pelrelmpuan. Be lrdasarkan data pada 

2024, dari 31.947 kasus kelkelrasan selksual, 27.658 korbannya melrupakan 

pelrelmpuan, selmelntara korban laki-laki hanya belrada diangka 6.894. Dari 27.658 

pelrelmpuan yang melnjadi korban ke lkelrasan pada tahun 2024, didominasi kellompok 

usia anak, angkanya melncapai 15.242 korban. Selmelntara korban pelrelmpuan yang 

belrada di usia delwasa yakni 12.416 korban. Adapun pada bulan Januari sampai 12 

Marelt 2025, Simfoni PPA tellah melncatat ada 4.882 kasus kelkelrasan delngan korban 

pelrelmpuan selbanyak 4.196 orang.45 

                                                           
       45 Luqman Sulistiayawan & Bayu Galih. “Kasus Kekerasan di Indonesia Meningkat, Perempuan 

Lebih Banyak Jadi Korban”Melalui, 
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/03/12/164800982/kasus-kekerasan-di-indonesia-

meningkat-Perempuan-lebih-banyak-jadi. (diakses pada tanggal 15 November 2025, pukul 14.42 

WIB) 

https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/03/12/164800982/kasus-kekerasan-di-indonesia-meningkat-Perempuan-lebih-banyak-jadi
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/03/12/164800982/kasus-kekerasan-di-indonesia-meningkat-Perempuan-lebih-banyak-jadi
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      Komisi Nasional Anti Ke lkelrasan Telrhadap Pelrelmpuan (Komnas Pelrelmpuan) 

melngklasifikasikan kelkelrasan se lksual keldalam lima bellas belntuk, diantaranya 

pelrkosaan, intimidasi selksual, pe llelcelhan selksual, elksploitasi selksual, pelrdagangan 

pelrelmpuan, prostitusi paksa, pelrbudakan selksual, pe lmaksaan pelrkawinan, 

pelmaksaan kelhamilan, pelmaksaan aborsi, pelmaksaan kontraselpsi dan stelrilisasi, 

pelnyiksaan selksual, pelnghukuman tidak manusiawi dan belrnuansa selksual, praktik 

tradisi belrnuansa selksual yang melmbahayakan atau melndiskriminasi pelrelmpuan, 

dan kontrol selksual telrmasuk lelwat aturan diskriminatif belralasan moralitas dan 

agama.46 

      Telrhadap kellima bellas belntuk kelkelrasan selksual yang diklasifikasikan olelh 

Komnas Pelrelmpuan, dapat dilihat bahwa belntuk kelkelrasan yang paling melnjadi 

sorotan dalam waktu bellakangan ini adalah pellelcelhan selksual. Pellelcelhan selksual 

mayoritas telrjadi pada kaum pelrelmpuan.47 Yang mana hal telrse lbut melngakibatkan 

pellelcelhan selksual dikatelgorikan selbagai tindak kelkelrasan te lrhadap pelrelmpuan 

selbagai hal yang pelrlu digugat. 

      Kelkelrasan selksual se lring disamakan delngan pellelcelhan selksual. Dari 

pelrspelktif pelrelmpuan selbagai korban, kelduanya melmang tidak belrbelda. Melnurut 

Mayelr dkk ada tiga aspelk pelnting dalam melndelfinisikan pellelcelhan selksual, yakni 

aspelk pelrilaku (apakah hal telrselbut melrupakan proposisi selksual), aspelk 

situasional (apakah ada pelrbeldaan di mana atau kapan pelrilaku telrselbut muncul), 

                                                           
       46 Tempo. “15 Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan” Melalui, 

https://www.tempo.co/hukum/15-kekerasan-Seksual-Menurut-komnas-Perempuan-445978. 
(diakses pada tanggal 15 November 2025, pukul 14.52 WIB)  

       47 Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta 

Harapan Satu Medan. 

https://www.tempo.co/hukum/15-kekerasan-Seksual-Menurut-komnas-Perempuan-445978
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dan aspelk lelgalitas (dalam keladaan bagaimana pelrilaku telrselbut dinyatakan ilelgal). 

Selcara seldelrhana, pellelcelhan selksual dapat diartikan se lbagai telrjadinya pelndelkatan 

selksual yang dilakukan olelh selselorang telrhadap orang lain selbagai korban. 

Pelnde lkatan selksual telrselbut tidak dikelhelndaki olelh selselorang selbagai korban. 

Pelnde lkatan selksual tidak harus sellalu belrsifat fisik, namun juga dapat belrbelntuk 

velrbal. Olelhnya itu, belntuk umum dari pellelcelhan selksual yakni ve lrbal dan godaan 

selcara fisik.48 

Adapun 7 Belntuk Pellelcelhan Selksual di Ruang Publik: 

1. Komelntar pada pelnampilan fisik delngan cara yang tidak sopan 

      Komelntar yang dibelrikan bisa belragam belntuknya. Selpelrti melmuji 

kelindahan rambut atau melmuji beltapa indahnya tubuh selselorang saat 

melngelnakan pakaian yang dikelnakan saat itu. 

2. Belrusaha telrus melngajak melngobrol melski lawan bicara melnolak 

      Kondisi selpelrti ini selring telrjadi di telmpat umum, selpelrti transportasi 

publik atau fasilitas umum. Selorang pellaku biasanya akan tiba-tiba 

melngajak melngobrol. Melski selselorang sudah belrusaha tidak pelduli dan 

melnunjukkan tanda tidak nyaman, melrelka akan te lrus belrusaha melngajak 

belrbicara. Obrolan telrselbut selputar melnanyakan nama, nomor tellelpon, 

hingga informasi pribadi. 

 

 

                                                           
       48 Nuraini & Mar’ie Mahfudz Harahap. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban 

Tindak Pidana Pelecehan Seksual”. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 8, No. 2, halaman 

163. 
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3. Melnguntit 

      Pellelcelhan selksual di ruang publik satu ini sangat pelrlu di waspadai, 

biasanya ini telrjadi pada saat seldang belrjalan selndirian. Pellaku akan 

melmanfaatkan hal ini untuk me lngikuti korban dan tindakan melnguntit ini 

bisa melnimbulkan rasa trauma. 

4. Melraba-raba 

      Belntuk pellelcelhan di ruang publik di mana pellaku melraba bagian tubuh 

korban keltika belrada di transportasi umum. Kondisi ini juga masuk dalam 

katelgori pelle lcelhan selksual di telmpat umum selbab pellaku sudah melnyelntuh 

tubuh korban tanpa izin. 

5. Melnatap Belrlelbihan 

      Melnatap selselorang keltika belrbicara melrupakan selbuah eltika yang baik. 

Tapi, ini bisa melnjadi salah satu belntuk pellelce lhan apabila dilakukan selcara 

belrlelbihan, baik olelh lawan bicara atau orang lain yang tidak be lrintelraksi. 

Pellelcelhan selksual di ruang publik umumnya melngaruh pada tatapan pada 

arela fisik telrtelntu mulai dari bibir, payudara, atau bokong bisa melmbuat 

korban melrasa risi dan kotor. 

6. Melmotrelt tanpa izin 

      Melmotrelt melmang bukan telrmasuk tindakan pellelcelhan selksual. Tapi, 

hal ini bisa me lngarah kel pellelcelhan selksual apabila dilakukan tanpa izin 

delngan maksud melngganggu kelnyamanan orang lain. Pellaku pellelcelhan 

mellakukan tindakan melmotrelt fisik pelrelmpuan tanpa izin untuk melmelnuhi 

kelpuasan selksual. 
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7. Catcalling  

      Belntuk pellelcelhan selksual selcara velrbal yang digunakan olelh pellaku 

delngan tujuan melnggoda korban. Pelrkataan dari pellaku biasanya belrbelntuk 

siulan, pujian, lellucon, dan komelntar yang melngarah pada nuansa selksual. 

Pellaku Catcalling biasanya akan melnggoda korban yang melskipun be lrupa 

pujian, padahal melmbuat tidak nyaman. Korban bisa saja melndapatkan 

komelntar melngelnai pakaian yang dikelnakan sampai pelrsoalan fisik.49 

      Pellelcelhan selksual di ruang publik misalnya catcalling. Catcalling belrarti 

istilah untuk siulan, panggilan, dan komelntar yang belrsifat selksual olelh pria 

telrhadap wanita yang lelwat. Telrkadang dibarelngi pula delngan tatapan yang 

melngintimidasi dan telrkelsan mellelcelhkan selrta melmbuat pelrelmpuan melrasa tidak 

rasa aman. Catcalling melrupakan pellelcelhan selksual yang dilakukan selcara velrbal 

yang belrtelndelnsi selksual selrta korban catcalling umumnya adalah pelrelmpuan. 

Belntuk-belntuk pellelcelhan selksual velrbal atau catcalling selpelrti; siulan di telmpat 

umum, komelntar-komelntar belrkeldok pujian, gurauan yang belrnada selksi, 

melngintrogasi kelhidupan pribadi, rayuan-rayuan yang melmbuat tidak nyaman, 

melnyampaikan bahasa isyarat yang belrsifat se lksual maupun komelntar selksual 

selcara gamblang.50 

      Belrdasarkan hasil pelnellitian mellalui kuelsionelr telrhadap siswa/i SMA Swasta 

Harapan Satu Meldan yang dilaksanakan pada 20 Januari 2026 delngan jumlah 

                                                           
       49 Kumpuran Woman. “10 Bentuk Pelecehan Seksual di Ruang Publik Yang Wajib di Ketahui” 

Melalui, https://kumparan.com/kumparanwoman/10-bentuk-Pelecehan-Seksual-di-ruang-publik-

yang-wajib-diketahui-1w2JjnEAyiW. (diakses pada tanggal 15 November 2025, pukul 18.04 WIB) 
       50 Naili Falahiyah. “Catcalling: Pelecehan Seksual Verbal di Ruang Publik” Melalui, https://iat-

fuad.uingusdur.ac.id/ar/info/artikel/421-catcalling-Pelecehan-Seksual-verbal-di-ruang-publik. 

(diakses pada tanggal 15 November 2025, pukul 18.39 WIB) 

https://kumparan.com/kumparanwoman/10-bentuk-Pelecehan-Seksual-di-ruang-publik-yang-wajib-diketahui-1w2JjnEAyiW
https://kumparan.com/kumparanwoman/10-bentuk-Pelecehan-Seksual-di-ruang-publik-yang-wajib-diketahui-1w2JjnEAyiW
https://iat-fuad.uingusdur.ac.id/ar/info/artikel/421-catcalling-Pelecehan-Seksual-verbal-di-ruang-publik
https://iat-fuad.uingusdur.ac.id/ar/info/artikel/421-catcalling-Pelecehan-Seksual-verbal-di-ruang-publik
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relspondeln 79 orang. Relspondeln melnyelbutkan belrbagai belntuk pellelcelhan selksual 

selcara ve lrbal di ruang publik, antara lain siulan (catcalling), komelntar telntang 

tubuh, candaan/ucapan cabul, tatapan mata, dan panggilan belrnuansa selksual. Dari 

belrbagai belntuk telrselbut, pellelcelhan yang paling selring dialami relspondeln adalah 

candaan/ucapan cabul delngan pelrselntasel 73,4%, siulan (catcalling) 70,9%, 

komelntar telntang tubuh 63,3%, panggilan belrnuansa se lksual 59,5%, tatapan mata 

1,3%. Telmuan ini melnunjukkan bahwa pellelcelhan selksual velrbal masih marak 

telrjadi dan hadir dalam belrbagai belntuk di ruang publik. Hal ini dapat dilihat pada 

Gambar 1 di bawah ini.51 

 

Gambar 1. Beltuk-Belntuk Pellelcelhan Selksual Selcara Velrbal di Ruang Publik, Sumbelr Data Pelnellitian 20 

Januari 2026. 

 

      Jika dikaitkan delngan Islam, pelle lcelhan selksual velrbal di ruang publik 

melrupakan pelrbuatan yang belrtelntangan delngan nilai-nilai ajaran agama. Islam 

selcara telgas melnolak selgala belntuk kelkelrasan, telrmasuk kelkelrasan velrbal dan 

                                                           
       51 Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta 

Harapan Satu Medan. 
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selksual, khususnya telrhadap pelrelmpuan. Ajaran Islam melnelkankan pelntingnya 

melnjaga kelhormatan, martabat, dan kelsellamatan seltiap individu, selrta mellarang 

tindakan yang melrelndahkan atau melnyakiti orang lain. 

      Selbagaimana agama-agama lainnya, Islam melngajarkan kelpada pelmelluknya 

untuk tidak belrsikap kasar, keljam, maupun melrugikan pelrelmpuan dalam belntuk 

apa pun. Islam melmbelrikan pelrlindungan selcara melnyelluruh telrhadap pelrelmpuan 

dan selcara telgas me lnolak praktik-praktik ke lkelrasan, telrmasuk pellelcelhan selksual 

selcara velrbal di ruang publik. Olelh karelna itu, pelrlindungan dan upaya pelncelgahan 

pellelcelhan selksual tidak hanya melnjadi tanggung jawab hukum dan sosial, teltapi 

juga melrupakan bagian dari pelngalaman nilai-nilai moral dan kelagamaan dalam 

kelhidupan. Dan ini diselbutkan dalam firman Allah: 

لِحٰتِ  مِنَ  يَّعْمَلْ  وَمَنْ  فَاوُل مُؤْمِن   وَهُوَ  انُْثٰى اوَْ  ذكََر   مِنْ  الصّٰ َٰ  َ نَقِيْرًا يظُْلمَُوْنَ  وَلَ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُوْنَ  ىِٕكَ   

Artinya: 

“Barangsiapa yang melngajarkan amal-amal sale lh, baik laki-laki maupun 

pelrelmpuan seldang ia orang yang belriman, maka melrelka itu masuk ke l 

dalam surga dan melrelka tidak dianiaya walau seldikitpun.” (Q.S An-

Nisa’:124) 

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Secara 

Verbal di Ruang Publik 

      Belrdasarkan pandangan sosial, Haditono belrpelndapat bahwa anak melrupakan 

makhluk yang melmbutuhkan pelme lliharaan, kasih sayang dan telmpat bagi 

pelrkelmbangannya. Sellain itu, anak melrupakan bagian dari kelluarga dan ke lluarga 

melmbelri kelselmpatan bagi anak untuk bellajar tingkah laku yang pelnting untuk 
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pelrkelmbangan yang cukup baik dalam kelhidupan belrsama. Dari belbelrapa 

telrminologi telrselbut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang melmiliki pelranan 

stratelgis dalam melngelmban tanggung jawab masa delpan bangsa, namun anak 

masih melmelrlukan pelranan orang tua dan melmellihara, melndidik dan melngarahkan 

dalam me lncapai keldelwasaannya. 

      Anak melrupakan harta yang paling belrharga bagi kelluarga, bagi masyarakat 

dan bangsa, melnggantungkan harapan, lelbih dalam lagi anak adalah pihak yang 

akan melnjadi pelnelntu apakah suatu nelgara dibawah kel arah kelseljahtelraan atau ke l 

arah keltelrpurukan.52 

      Pada umumnya anak diartikan selbagai selorang yang lahir dari hubungan 

biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang melngartikan bahwa anak adalah 

selorang lellaki dan pelrelmpuan yang bellum delwasa atau bellum melngalami pubelrtas 

masa ke ltika selorang anak melngalami pelrubahan fisik, psikis, dan pelmatangan 

fungsi selksual. Seldangkan yang diartikan delngan anak-anak atau juve lnale l adalah 

selorang yang masih dibawah usia telrtelntu dan bellum delwasa selrta bellum kawin. 

Pelnge lrtian telrselbut melrupakan pelngelrtian yang selring dijadikan peldoman untuk 

melngkaji belrbagai pelrsoalan telntang anak.53 

      Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha ELsa kelpada orang tua yang harus 

dijaga dan dilindungi, karelna dalam diri anak juga mellelkat harkat dan martabat 

selbagai manusia selcara utuh dilindungi hak asasinya telrmasuk yang kandungan. 

                                                           
       52 Liza Agnelsta Krisna, 2018, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang 

Berkonflik Dengan Hukum, Yogyakarta: Deepublish, halaman 1. 

       53 Ibid., halaman 6. 
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Seltiap anak belrhak hidup, tumbuh, belrkelmbang, dan optimal selrta melndapat 

pelrlindungan dari kelkelrasan, diskriminasi, dan dilindungi olelh nelgara.54 

      Pelrlindungan adalah jaminan yang dibelrikan untuk kelbahagiaan, keltelntelraman, 

kelamanan, dan keldamaian telrhadap selgala bahaya yang ditimbulkan se lselorang 

baik telrhadap anak-anak, orang delwasa maupun orang tua. Pelmbellaan hukum 

melrupakan tindakan pelrlindungan melnurut hukum yang belrlaku di Indonelsia. 

       Selgala belntuk pelrlindungan hukum dibelrikan kelpada selmua warga nelgara 

yang tellah melntaati keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan yang belrlaku di 

Indonelsia. Selmua warga nelgara Indonelsia belrhak melndapatkan pelrlindungan dari 

pelmelrintah, baik orang delwasa maupun anak-anak, telrutama anak-anak yang 

belrelsiko me lngalami kelkelrasan. Pelrlindungan hukum telrhadap anak belrtujuan 

untuk melnjamin bahwa seltiap anak melmpunyai hak dan kelwajiban dalam 

pelrkelmbangan fisik, melntal dan sosialnya. Pelrlindungan hukum telrhadap anak 

sangat pelnting bagi orang tua dan anaknya. Olelh karelna itu, dipelrlukan kelrjasama 

untuk melncelgah telrjadinya keltimpangan dalam kelgiatan pelrlindungan anak. Abdul 

Hakim Garuda Nusantara melngatakan, pelrlindungan anak di bawah hukum 

melrupakan pelndelkatan untuk mellindungi anak Indonelsia.55 

      Belrdasarkan hasil pelnellitian yang dipelrolelh, relspondeln melnyatakan bahwa 

masih banyak anak yang melnjadi korban pellelcelhan selksual selcara velrbal di ruang 

publik. Hasil pelnellitian melnunjukkan bahwa lokasi yang paling relntan telrjadinya 

                                                           
       54 Vilta Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana, 2018, Tinjauan Psikologi Hukum Dalam 

Perlindungan Anak, Yogyakarta: Deepublish Publisher, halaman 6. 
       55 Nabila Rizkiani, Hadi Mahmud & Femmy Silaswaty. (2023). “Analisis Perlindungan Hukum 

Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonelsia”. Jurnal Bevinding 1, No. 4, 

halaman 3. 
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pellelcelhan selksual adalah jalan umum delngan pe lrselntasel selbasar 49,4%, diikuti 

olelh lingkungan selkitar selkolah selbelsar 13,9%, selrta transportasi umum selbelsar 

2,5%. Telmuan ini melnunjukkan bahwa pellelcelhan selksual dapat telrjadi di belrbagai 

ruang publik yang selharusnya melnjadi telmpat aman bagi anak. Hal ini dapat dilihat 

pada Gambar 2 di bawah ini.56 

 

Gambar 2. Telmpat Selring Telrjadinya Pellelcelhan Selksual Velbal, Sumbelr Data Pelnellitian 20 Januari 2026. 

 

      Sellain itu, relspondeln melngatakan bahwa pellaku pelle lcelhan selksual tidak hanya 

belrasal dari orang yang tidak dikelnal, teltapi juga dapat belrasal dari orang yang 

dikelnal olelh korban. Hasil pelnellitian melnunjukkan bahwa pellaku pellelcelhan 

selksual belrasal dari telman delngan pelrselntasel selbelsar 13,9% dan dari saudara 

selbelsar 3,8%. Kondisi ini me lnunjukkan bahwa ancaman pellelcelhan selksual 

                                                           
       56 Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta  

Harapan Satu Medan. 
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telrhadap anak tidak hanya lingkungan sosial telrdelkat, selhingga melningkatkan 

tingkat kelrelntanan anak selbagai korban. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3 di 

bawah ini.57 

 

Gambar 3. Pellaku-Pellaku Pellelcelhan Selksual, Sumbelr Data Pelnellitian 20 Januari 2026. 

 

      Belrdasarkan kondisi telrselbut, upaya pelrlindungan hukum bagi anak selbagai 

korban kelke lrasan selksual melnjadi sangat pelnting dan melndelsak untuk dilakukan 

selcara utuh, melnyelluruh, komprelhelnsif dan tidak bisa dipandang selbellah mata.58 

                                                           
       57 Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta  

Harapan Satu Medan. 
       58 Stevaniya Tarigan & Atikah Rahmi. (2025). “Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi 

Seksual: Telaah Hukum Nasoinal dan Thailand”. Rewang Renacang: Jurnal Hukum Lex Generalis 

6, No. 1, halaman 3. 
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Anak adalah kellompok yang paling relntan telrhadap belrbagai belntuk kelke lrasan, 

telrmasuk pellelcelhan selksual, dan dampaknya bisa sangat melrusak bagi 

pelrkelmbangan fisik, melntal, selrta elmosional. Pelrlindungan hukum yang elfelktif 

melnjadi kunci untuk melmastikan bahwa hak-hak anak selbagai korban dipelnuhi dan 

dapat mellanjutkan hidup tanpa trauma yang belrlarut-larut. Delngan melningkatnya 

kasus kelkelrasan selksual, pelme lrintah dituntut untuk siaga dan belrkontribusi aktif 

dalam upaya pelnanganan mapun pelrlindungan yang direlprelselntasikan pada 

relgulasi pelrundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 telntang Pelrlindungan Anak.59 

      Anak selbagai korban pellelcelhan selksual belrada dalam posisi yang sangat 

relntan. Melrelka selring selkali bellum melmiliki pelmahaman yang cukup melngelnai 

melrelka, apalagi bagaimana cara mellaporkannya. Olelh karelna itu, pelnting bagi 

nelgara dan aparat pelnelgak hukum untuk mellindungi selcara proaktif.60 

     Tanpa adanya pelrlindungan yang melmadai, anak korban pellelcelhan selksual 

belrpotelnsi melngalami dampak yang belrkelpanjangan dan dapat melmelngaruhi 

pelrkelmbangan melrelka di masa delpan. Belrdasarkan hasil pelnellitian mellalui 

kuelsionelr telrhadap siswa/i SMA Swasta Harapan Satu Meldan yang dilaksanakan 

pada 20 Januari 2026, dipelrolelh telmuan bahwa dampak yang paling banyak 

dirasakan relspondeln seltellah melngalami pellelcelhan selksual adalah takut (32,9%), 

                                                           
       59 Vania Twidesyadinda, 2019, “Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak Korban Kekerasan 

Seksual Dalam Penegak Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri 

Wonosobo)”, Skripsi persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia. Halaman 80. 
       60 Intan Kartika Sari & Marli Candra. (2024). “Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur 

yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”. Ma’Mal: Jurnal Laboratorium Syariah 

dan Hukum 5, No. 6, halaman 608.  
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malu ( 25,3%), trauma (16,5%), marah (3,8%), dan kelsal (2,.5%). Hal ini dapat 

dilihat pada Gambar di bawah ini.61  

 

Gambar 4. Dampak Pellelcelhan Selksual, Sumbelr Data Pelnellitian 20 Januari 2026.  

 

 

Sellain itu belrikut dampak-dampak yang dite lrima korban adalah: 

1. Dampak Pada Kelselhatan Psikis 

      Dampak pellelcelhan selksual telrhadap pelrelmpuan belrvariasi dan sangat 

telrgantung pada be lntuk kasusnya. Dampak psikis telrbagi melnjadi dua yakni 

dampak jangka pelndelk dan dampak jangka panjang. Dampak yang telrjadi 

                                                           
       61 Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta 

Harapan Satu Medan. 
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pada jangka pelndelk, misalnya dialami selsaat atau belbelrapa hari seltellah 

keljadian. Korban biasanya marah, jelngkell, telrhina, dan melrasa malu. Hal 

ini di antaranya ditandai delngan geljala sulit tidur (insomnia) dan 

belrkurangnya sellelra makan (lost of appe ltite l). 

2. Dampak Pada Pelmelnuhan Hak Asasi Manusia Pelrelmpuan dan Rellasi Sosial 

      Tindak pellelcelhan baik dalam belntuk fisik maupun non-fisik, 

melngakibatkan pelrelmpuan melndelrita. Dampak yang dialami korban se lring 

dipelrparah olelh relaksi masyarakat keltika selorang pelrelmpuan melnjadi 

korban. Melrelka dipurukkan kel dalam kondisi yang se lrba melnyulitkan bagi 

melrelka untuk mampu melnjalankan pelranan sosialnya, yang dapat belrakibat 

lelbih lanjut pada elksistelnsinya dalam rellasi sosial di masyarakat. 

3. Dampak Selcara ELkonimis 

      Bila korban belrmaksud melmpelrkarakan tindak pellelcelhan yang 

dialaminya mellalui jalur hukum, fakta lapangan melnunjukan korban pelrlu 

melngelluarkan biaya belsar untuk itu, seltidaknya untuk biaya opelrasional 

sellama prosels pelnyidikan sampai di pelngadilan. Ini sangat melnyulitkan 

pelrelmpuan miskin dan bahkan dapat juga melnimpa pelrelmpuan pelncari 

nafkah untuk kelluarga dan akan melmbuat keluangan kelluarga telrganggu.62 

      Seltellah korban melngalami dampak dari pe llelcelhan selksual, telmuan pelnellitian 

melnunjukkan bahwa kelbutuhan utama korban adalah pelrlindungan hukum 

(72,2%), dukungan kelluarga/telman (48,1%), pelndampingan psikologis (41,8%), 

                                                           
       62 Ramadani Saputra Halawa. (2020). “Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum 

Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal”. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VII, 

No. 1, halaman 8. 
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dan aksels pellaporan yang mudah (40,5%). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5 di 

bawah ini. 63 

 

Gambar 5. Pelrlindungan Korban Pellelcelhan Selksual, Sumbelr Data Pelnellitian 20 Januari 2026. 

 

      Tingginya kelbutuhan telrhadap pelrlindungan hukum melnunjukkan bahwa 

korban melmelrlukan jaminan atas kelamanan, keltelntelraman, kelse ljahtelraan, dan 

pelrdamaian, selrta pelrlindungan dari belrbagai belntuk bahaya dan ancaman. Delngan 

delmikian, pelrlindungan telrhadap korban pellelcelhan selksual, baik selcara velrbal 

maupun non-velrbal, melrupakan aspelk yang sangat pelnting dalam melnjaga hak 

asasi manusia dan martabat individu. Belrbagai tindakan pellelcelhan dapat 

melmbelrikan dampak nelgatif yang cukup belsar telrhadap kelseljahtelraan fisik dan 

psikologis korban. Dalam hal ini pelrlindungan hukum melnjadi landasan pelnting 

dalam me lnanggulangi pellelcelhan selksual. Selmua pihak telrmasuk masyarakat, 

                                                           
       63 Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta 

Harapan Satu Medan. 
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aparat pelnelgak hukum, dan pelme lrintah, melmiliki pelran pelnting dalam 

melnciptakan lingkungan yang aman dan melndukung bagi korban pellelcelhan selrta 

dalam me lncelgah telrjadinya pellelcelhan di masyarakat. 

Dalam hal ini, pelrlindungan yang dibelrikan dapat melliputi: 

1. Melmbelrikan pelndidikan dan melningkatkan kelsadaran masyarakat 

melngelnai pellelcelhan selksual, hak-hak individu, selrta cara mellaporkan 

kasus pellelcelhan 

2. Melmbelrikan hukuman yang telgas yaitu melneltapkan sanksi yang telgas dan 

adil bagi pe llaku pellelcelhan selksual, baik itu malalui hukuman pidana 

3. Melmbelrikan pelnelgakan hukum yang elfelktif, melmastikan pelnelgakan 

hukum yang elfelktif, celpat, dan adil telrhadap pellaku pellelcelhan selksual 

untuk melmbelrikan keladilan kelpada korban. 

4. Melmbelrikan dukungan psikologi dan sosial korban pellelcelhan selksual 

untuk melmbantu pelmulihan 

5. Pellaporan aman dan rahasia untuk melndorong korban mellaporkan keljadian 

pellelcelhan.64 

 

Sellain itu, pelrlindungan hukum telrbagi dua belntuk yaitu: 

1. Pelrlindungan hukum prelvelntif yaitu pelrlindungan hukum yang dibelrikan 

atau dilakukan olelh pelmelrintah delngan tujuan melncelgah pellanggaran 

                                                           
       64 Chantika Pebrianti & Margo Hadi Pura. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban 

Pelecehan Seksual Secara Verbal (catcalling) di Media Sosial”. Journal Of Human and Education 3, 

No. 4, halaman 5. 
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2. Pelrlindungan hukum relprelsif adalah pelrlindungan hukum akhir belrupa 

sanksi, yang bisa belrupa delnda atau pelnjara, selrta hukuman tambahan yang 

dapat dibelrikan saat telrjadi pellanggaran maupun seltellah pellanggaran 

telrjadi. 

      Aturan melngelnai pelle lcelhan di Indonelsia, khususnya pada KUHP, 

melnunjukkan bahwa istilah “keljahatan selksual” tidak selcara elksplisit diatur. 

Selbaliknya, tindakan ini dikatelgorikan dalam pellanggaran kelsusilaan. Pelme lrintah 

Indonelsia belrpelran untuk melnjaga selrta melnunjukkan rasa aman untuk warga 

Indonelsia. Delngan adanya (Undang-Undang Tindak Pidana Kelkelrasan Selksual) 

nelgara me lnunjukkan komitmelnnya dalam upaya untuk mellindungi warganya, 

telrutama untuk melrelka yang me lnjadi subjelk keljahtan velrbal dan non-velrbal. 

      Pellelcelhan selksual velrbal dalam hal ini diatur pada Kitab Udang-Undang 

Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Tindak Pidana 

Kelkelrasan Selksual. Melskipun konselp pellelcelhan selksual velrbal di dalam KUHP 

tidak dibahas selcara elksplisit, akan teltapi catcalling dikonotasikan suatu tindakan 

cabul yang mellanggar kelsusilaan. Melnurut R, Soelsilo, pelrbuatan cabul diartikan 

selbagai tindakan yang mellanggar norma kelsusilaan atau pelrilaku tidak belrmoral, 

khususnya yang belrhubungan delngan dorongan atau hasrat selksual. Di dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak diaturnya selcara elksplisit telrkait pellelcelhan 

selksual velrbal, akan teltapi telrdapat seljumlah pasal yang dapat ditafsirkan selbagai 

landasan untuk mellindungi korban pellelcelhan selksual atau tindakan tidak belrmoral. 

      Hasil pelne llitian melnunjukkan bahwa relspondeln melngeltahui adanya Undang-

Undang yang mellindungi anak dari pellelcelhan selksual velrbal. Namun delmikian, 
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dalam pelnilaian telrhadap elfelktivitas hukum di Indonelsia, tidak ada relspondeln yang 

melnyatakan pelrlindungan telrselbut sangat cukup (0%), tidak cukup (11,4%), 

selbanyak 22,8% melnilai cukup, dan mayoritas relspondeln melnilai pelrlindungan 

hukum masih kurang cukup (69,6%) bagi anak korban pellelcelhan selksual. Hal ini 

dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah ini.65 

 

 

Gambar 6. Pandangan Relspondeln Telrhadap Pelrlindungan Korban Pellelcelhan Selksual, Sumbelr Data Pelnellitian 
20 Januari 2026.  

 

      Adapun Undang-Undang belrisikan Pasal-pasal yang dapat dikaitkan delngan 

pellelcelhan selksual selcara ve lrbal atau melngatur telntang pelle lcelhan selksual selcara 

elksplisit maupun implisit yaitu : 

1. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pasal ini melnelgaskan 

bahwa seltiap individu melmiliki hak untuk hidup tanpa gangguan, telrmasuk 

tindakan selpelrti pellelcelhan selksual velrbal yang dapat melrelndahkan 

martabat dan harga dirinya. Salah satu belntuk gangguan telrselbut adalah 

                                                           
       65 Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta 

Harapan Satu Medan. 
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catcalling, yang dapat dianggap selbagai pellanggaran telrhadap hak ini. 

Catcalling belrpotelnsi melnciptakan rasa takut dan keltidaknyamanan bagi 

korban, selhingga melnghalangi melrelka untuk melnikmati hak-hak yang 

selharusnya melrelka miliki. 

2. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, hak dalam pasal ini 

belrhubungan elrat delngan pelrlindungan dari pellelcelhan selksual velrbal, yang 

mana pasal telrselbut mellarang selgala tindakan yang melngakibatkan 

pelndelritaan fisik atau melntal yang selrius, selrta melrelndahkan martabat dan 

nilai manusia. Catcalling dapat dianggap selbagai belntuk pelrlakuan yang 

melnyelbabkan rasa sakit, trauma, dan keltakutan pada korban, selhingga 

melmbuat melrelka melrasa telrhina, malu, dan tidak belrharga. 

3. Pasal 28I  ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pasal ini melnjamin hak-

hak dasar seltiap individu, telrmasuk kelbelbasan dari tindakan selpelrti 

catcalling. Korban catcalling melmiliki hak untuk melndapatkan pelngakuan, 

pelrlindungan hukum yang adil, kelpastian hukum, selrta pelrlakuan seltara di 

delpan hukum. Nelgara melmiliki tanggung jawab untuk mellindungi hak-hak 

telrselbut dan melmastikan pelnelgakan hukum yang adil bagi para korban. 

Catcalling dapat dianggap selbagai pellanggaran telrhadap hak ini karelna 

dapat melmbuat korban me lrasa direlndahkan dan dihina. 

4. Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal ini 

melnjellaskan bahwa pellaku me lmiliki niat untuk mellanggar norma 

kelsusilaan, yang melnunjukkan bahwa pelrbuatannya dilakukan delngan 

kelsadaran pelnuh akan konselkuelnsi yang ditimbulkan. Tindakan telrselbut 
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dilakukan di ruang publik atau dalam situasi yang dapat disaksikan orang 

lain, selhingga melmpelrluas dampak sosialnya. Dalam kaitannya delngan 

pellelcelhan selksual velrbal, hal ini melncakup komelntar yang melrelndahkan, 

selpelrti ucapan belrnuansa selksual yang ditujukan kelpada selselorang di 

telmpat umum. Pelrilaku ofelnsif selmacam ini bukan hanya tidak diinginkan, 

teltapi juga melnciptakan atmosfelr yang tidak nyaman bagi korban. 

5. Jika dikaitkan delngan catcalling, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Pornografi dapat digunakan untuk melnjellaskan bahwa catcalling dapat 

dianggap selbagai belntuk pornografi karelna belbelrapa alasan yaitu: (1) 

Catcalling selring telrjadi di telmpat umum dan di sampaikan mellalui suara 

atau gelrak tubuh, yang selsuai delngan delskripsi dalam pasal ini bahwa 

pornografi melncakup suara, bunyi, atau gelrakan tubuh di ruang publik. (2) 

Catcalling, selring kali melngandung ucapan atau tindakan yang belrsifat 

cabul atau melngelkploitasi korban selcara selksual, selpelrti kata-kata tidak 

selnonoh atau tindakan yang melrelndahkan martabat korban. (3) Catcalling 

mellanggar norma kelsusilaan dalam masyarakat, karelna tindakan ini tidak 

hanya dianggap tidak sopan teltapi juga belrte lntangan delngan nilainilai eltika 

dan moral yang belrlaku. Delngan delmikian, pasal ini dapat digunakan untuk 

melngkatelgorikan catcalling selbagai belntuk pornografi, karelna tindakan 

telrselbut melncakup komunikasi yang melmuat unsur kelcabulan atau 

elksploitasi selksual dan mellanggar norma kelsusilaan di ruang publik. 

6. Pasal 8 Undang-Undang Pornografi, pasal ini mellindungi individu agar 

tidak dijadikan objelk atau modell yang melngandung unsur pornografi, baik 



56 

 

 
 

selcara selngaja maupun delngan pelrseltujuan. Namun, selring kali tindakan 

telrselbut dilakukan tanpa pelrseltujuan korban dan selcara selpihak olelh 

pellaku, selhingga mellanggar prinsip pelrlindungan ini. pasal ini selcara telgas 

melnyatakan bahwa tidak selorang pun bolelh dijadikan obje lk atau modell 

belrmuatan pornografi. Dalam halnya catcalling, pelrilaku pellaku yang 

melngelksploitasi selcara selksual dan melmpelrmalukan korban selpelrti objelk 

selksual dapat dianggap mellanggar pasal ini, karelna tindakan telrselbut 

melngandung unsur pornografi dan dilakukan tanpa pelrseltujuan korban. 

7. Pasal 9 Undang-Undang Pornografi, pasal ini mellarang melnjadikan 

selselorang selbagai objelk atau modell yang melngandung unsur pornografi. 

Dalam kontelks catcalling, tindakan telrselbut dapat dianggap mellanggar jika 

ucapan atau pelrilaku melngandung unsur cabul atau pornografi. Pasal ini 

belrtujuan mellindungi individu dari elksploitasi selksual dan pelrlakuan yang 

melrelndahkan, baik selcara velrbal maupun fisik, delngan adanya dasar hukum 

untuk melmbelrikan sanksi kelpada pellaku catcalling yang mellanggar norma 

kelsusilaan dan mellibatkan unsur pornografi. 

8. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kelkelrasan Selksual, pasal 

ini melmbelrikan cakupan yang luas telrhadap tindak pidana kelkelrasan 

selksual, telrmasuk selmua pelrbuatan yang melme lnuhi unsur-unsur tindak 

pidana selbagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam kaitannya 

delngan catcalling, pasal ini dapat ditelrapkan untuk melnjelrat pellaku, karelna 

catcalling dapat dikatelgorikan selbagai belntuk kelkelrasan selksual velrbal 

yang melrelndahkan dan mellelcelhkan korban. Olelh karelna itu, Undang-
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Undang TPKS melnyeldiakan landasan hukum yang kokoh untuk 

mellindungi korban catcalling dan melngambil tindakan telgas te lrhadap 

pellaku. 

9. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kelkelrasan Selksual, pasal 

ini selcara telgas melncantumkan pellelcelhan selksual non-fisik selbagai salah 

satu jelnis keljahatan kelkelrasan selksual. Catcalling, yang telrmasuk dalam 

pellelcelhan selksual velrbal atau non-fisik, dikatelgorikan dalam jelnis ini. 

Delngan adanya Undang-Undang TPKS, telrdapat dasar hukum yang jellas 

untuk me llindungi korban catcalling dan melngambil tindakan te lrhadap 

pellakunya. Hal ini melncelrminkan komitmeln hukum dalam melnangani 

belrbagai belntuk kelkelrasan selksual, telrmasuk yang tidak mellibatkan kontak 

fisik, teltapi teltap melrelndahkan dan mellelcelhkan korban. 

      Dalam pelrspelktif Hukum Pidana Indonelsia, pellaku catcalling dapat dijelrat 

delngan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 

414 melngatur telntang pelrbuatan cabul, Pasal 436 melngatur pelnghinaan ringan, 

Pasal 406 melngatur telntang kelsusilaan di muka umum . Sellain itu, Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2008 telntang Pornografi juga melmbelrikan dasar hukum untuk 

melnangani kasus-kasus yang telrkait delngan pellelcelhan selksual, telrutama mellalui 

Pasal 34 yang mellarang tindakan yang melngandung muatan pornografi dan Pasal 

35 yang me lngatur sanksi bagi melrelka yang melnjadikan orang lain selbagai 

pornografi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telntang Tindak Pidana 

Kelkelrasan Selksual, yang melngatur telntang pellelcelhan selksual velrbal di Indonelsia.  
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      Adapun bunyi dari Pasal-pasal yang rellelvan delngan catcalling yang diatur 

dalam KUHP Nasional dan dapat digunakan selbagai dasar hukum untuk 

melmbelrikan sanski kelpada pellaku pellelcelhan selksual catcalling : 

1. Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Dipidana delngan pidana 

pelnjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana delnda paling banyak kate lgori 

II, seltiap orang yang: (a). mellanggar kelsusilaan di muka umum atau, (b). 

mellanggar kelsusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kelmauan orang 

yang hadir telrselbut.” pasal ini melnjellaskan bahwa selselorang yang delngan 

selngaja mellakukan tindakan asusila di hadapan orang lain tanpa pelrseltujuan 

dapat dikelnakan pidana pelnjara atau delnda. Telrdapat unsur kelselngajaan, di 

mana pellaku catcalling biasanya selcara sadar mellakukan tindakan telrselbut 

delngan maksud yang dapat melnganggu atau melrelndahkan martabat orang 

lain. Frasa “di delpan orang lain yang hadir” melnunjukkan bahwa catcalling 

selring telrjadi di telmpat umum atau di delpan saksi. Sellain itu, tindakan ini 

belrtelntangan delngan kelhelndak korban, karelna catcalling dilakukan tanpa 

pelrseltujuan dan selring kali melnimbulkan keltidaknyamanan, gangguan, atau 

rasa telrancam pada korban. Unsur pellanggaran norma kelsusilaan juga 

telrlihat, karelna catcalling melrupakan tindakan yang tidak sopan, 

melrelndahkan, dan mellelcelhkan korban. Olelh karelna itu, pasal ini bisa 

ditelrapkan untuk melnghukum pellaku catcalling, karelna melmelnuhi unsur-

unsur tindakan yang dilakukan delngan selngaja, di delpan orang lain, 

belrtelntangan delngan kelhelndak korban, dan mellanggar kelsusilaan. 
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2. Pasal 414 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Seltiap orang 

yang mellakukan pelrbuatan cabul telrhadap orang lain yang belrbelda atau 

sama jelnis ke llaminnya: (a). Didelpan umum, dipidana delngan pidana 

pelnjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (elnam) bulan atau dipidana delnda 

paling banyak katelgori III; (b). Selcara paksa delngan kelkelrasan atau 

ancaman kelkelrasan, dipidana delngan pidana delngan pidana pelnjara paling 

lama 9 (selmbilan) tahun; atau  (c). Yang dipublikasikan selbagai muatan 

pornografi, dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 9 (selmbilan) tahun.  

Dan ayat (2) seltiap orang delngan kelkelrasan atau ancaman kelkelrasan 

melmaksa orang lain untuk mellakukan pelrbuatan cabul telrhadap dirinya, 

dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 9 (selmbilan) tahun”. Pasal ini 

dapat ditelrapkan untuk melnghukum pe llaku catcalling karelna melncakup 

unsur-unsur pelnting yang ada dalam pasal telrselbut. “seltiap orang” 

melnunjukan bahwa pasal ini belrlaku untuk siapa saja yang mellakukan 

tindakan telrselbut. “delngan kelkelrasan” belrarti tindakan pelmaksaan dapat 

dilakukan delngan kelkelrasan fisik atau ancaman yang melnimbulkan rasa 

takut pada korban. “selcara paksa” belrarti pellaku belrusaha melmaksa korban 

untuk mellakukan atau melmbiarkan pelrbuatan cabul. Melskipun Pasal 414 

lelbih melnitikbelratkan pada kelkelrasan fisik, pellelcelhan selksual velrbal 

selring kali diselrtai de lngan ancaman atau intimidasi yang me lnciptakan rasa 

takut pada korban. Selbagai contoh, komelntar atau ucapan yang 

melrelndahkan dapat diikuti delngan ancaman yang melmbuat korban melrasa 
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tidak nyaman. “pelrbuatan cabul” melngacu pada tindakan selksual yang tidak 

selnonoh dan mellanggar norma kelsusilaan. 

3. Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Pelnghinaan yang tidak 

belrsifat pelncelmaran atau pelncelmaran telrtulis yang dilakukan te lrhadap 

orang lain baik di muka umum delngan lisan atau tulisan, maupun di muka 

orang yang dihina telrselbut se lcara lisan atau delngan pelrbuatan atau delngan 

tulisan yang dikirimkan atau ditelrimakan kelpadanya, dipidana karelna 

pelnghinaan ringan delngan pidana pelnjara paling lama 6 (elnam) bulan atau 

pidana delnda paling banyak katelgori II.” 

4. Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kelkelrasan Selksual  “Seltiap orang 

yang mellakukan pelrbuatan selksual selcara non-fisik yang ditujukan 

telrhadap tubuh, kelinginan selksual, dan/atau organ relproduksi delngan 

maksud melrelndahkan harkat dan martabat selselorang belrdasarkan 

selksualitas dan/atau kelsusilaannya, dipidana karelna pellelcelhan selksual non-

fisik, delngan pidana pelnjara paling lama  9 (Selmbilan) bulan dan/atau 

pidana delnda paling banyak Rp10.000.000,00 (selpuluh juta rupiah)” pasal 

ini selcara khusus melngatur pellelcelhan selksual non-fisik yang belrtujuan 

melrelndahkan harkat dan martabat selselorang. Catcalling yang melrupakan 

belntuk pellelcelhan selksual velrbal dan non-fisik telrmasuk di dalam kate lgori 

ini. Undang-Undang ini melnyeldiakan dasar hukum yang kuat untuk 

mellindungi korban catcalling, melnghukum pellaku delngan pidana pelnjara 

dan/atau delnda, selrta melningkatkan kelsadaran masyarakat melngelnai 

selriusnya tindakan telrselbut. Delngan delmikian, pasal ini belrpelran dalam 



61 

 

 
 

melnciptakan lingkungan yang lelbih aman dan melnghargai martabat seltiap 

individu. 

      Pellelcelhan selksual di telmpat umum yang selring telrjadi adalah catcalling dan 

ada belbelrapa Undang-Undang dan pasal yang melngatur telntang pelristiwa 

catcalling selbagai belrikut: 

1. Korban dari tindak pidana pelrilaku mellelcelhkan selksual dalam meldia sosial 

tellah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telntang 

Pelrlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang PSK): “Korban selcara 

hukum dapat dan belrhak untuk melndapatkan pelrlindungan selrta dibelbaskan 

untuk melmilih jelnis pelrlindungan apa yang diinginkan, dibelbaskan dari 

selgala telkanan untuk melmbelrikan keltelrangan, telrlindungi dari selgala jelnis 

pelrtanyaan yang belrsifat melnjelrat, jaminan kompelnsasi kelrugian, dan 

dibelrikan nasihat hukum. Seldangkan bagi pellaku tindak pidana catcalling 

dapat dikelnakan Pasal 406, dalam pasal telrselbut melnjellaskan apabila 

selselorang tellah delngan selngaja mellakukan pelrbuatan asusila tanpa adanya 

pelrseltujuan dari orang telrselbut di delpan orang lain, maka pellaku telrselbut 

bisa masuk pelnjara atau dikelnakan delnda. 

2. Pasal 35 j.o Pasal 8, dan Pasal 35 j.o Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2008 telntang Pornografi “Seltiap orang yang melnjadikan orang lain 

selbagai objelk atau modell yang melngandung muatan pornografi 

selbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana delngan pidana pelnjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua be llas) tahun dan/atau 
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pidana delnda paling seldikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (elnam miliar rupiah)”. 

3. Pelraturan Melntelri Pelndidikan, Kelbudayaan, riselt, dan telknologi Relpublik 

Indonelsia Nomor 30 Tahun 2021 telntang Pelncelgahan Kelkelrasan Selksual 

di Lingkungan Tinggi pada Pasal 10 melnjellaskan Pelrguruan Tinggi wajib 

mellakukan Pelnanganan Kelkelrasan Selksual mellalui: pelndampingan; 

pellindungan; pelngelnaan sanksi administratif; dan pelmulihan korban. 

Korban dari kelkelrasan selksual selbagaimana dalam Pasal 20 melngelnai 

Pelmulihan kelpada Korban selbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d 

belrupa; tindakan meldis; telrapi fisik; telrapi psikologi; dan/atau bimbingan 

sosial dan rohani. 

4. Undang-Undang Tindak Pidana Kelkelrasan Selksual Pasal 5 yang 

melnjellaskan bahwa; “Seltiap Orang yang mellakukan pelrbuatan selksual 

selcara non-fisik yang ditujukan telrhadap tubuh, kelinginan selksual, dan/atau 

organ relproduksi delngan maksud melrelndahkan harkat dan martabat 

selselorang belrdasarkan selksualitas dan/atau kelsusilaannya, dipidana karelna 

pellelcelhan selksual non-fisik, delngan pidana pelnjara paling lama 9 

(selmbilan) bulan dan/atau pidana delnda paling banyak Rp.10.000.000,00 

(selpuluh juta rupiah). 

5. Kelmelntelrian Agama turut melneltapkan pelraturan melngelnai kelkelrasan 

selksual velrbal maupun non-velrbal, fisik, non-fisik baik yang dilakukan 

selcara langsung atau dilakukan selcara onlinel. Kelmelntelrian Agama 

melneltapkan Pelraturan Melntelri Agama (PMA) telntang pelncelgahan dan 
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pelnanganan kelkelrasan selksual di satuan pe lndidikan pada kelmelntelrian 

agama. Pada Pelraturan Melntelri Agama Pasal 5 ayat (1) yang melnjellaskan 

bahwa “belntuk kelkelrasan selksual melncakup pelrbuatan yang dilakukan 

selcara velrbal, non-fisik, fisik, dan/atau mellalui telknologi infomasi dan 

komunikasi.” 

Pada ayat (2) yang juga melnjellaskan maksud dari ayat (1) melliputi; 

1. Melnyampaikan ujaran yang melndelskriminasi atau mellelcelhkan tampilan 

fisik, kondisi tubu, dan/atau idelntitas gelndelr korban. 

2. Melnyampaikan ucapan yang melmuat rayuan, lellucon, dan/atau siulan yang 

belrnuansa selksual pada korban 

3. Melmbujuk, melnjanjikan, melnawarkan selsuatu, melngancam, atau melmaksa 

korban untuk mellakukan transaksi atau kelgiatan selksual 

4. Melnatap korban delngan nuansa selksual dan/atau tidak nyaman 

5. Melngirim atau delngan selngaja mellihat korban yang seldang mellakukan 

kelgiatan selcara pribadi dan/atau pada ruang yang belrsifat pribadi 

6. Melmpelrlihatkan alat kellamin delngan selngaja 

7. Melnyelntuh, melngusap, melraba, melmelgang, melmelluk, melncium, dan/atau 

melnggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban 

8. Mellakukan pelrcobaan pelrkosaan 

9. Mellakukan pelrkosaan telrmasuk pelneltrasi delngan belnda atau bagian tubuh 

sellain alat kellamin 

10. Melmpraktikan budaya yang belrnuansa kelkelrasan selksual 

11. Melmaksa atau me lmpelrdayai korban untuk mellakukan aborsi 
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12. Melmbiarkan telrjadinya kelkelrasan selksual 

13. Melmbelri hukuman atau sanksi yang belrnuansa selksual 

14. Melngirim pelsan, lellucon, gambar, foto, audio, dan/atau videlo belrnuansa 

selksual kelpada korban melskipun sudah dilarang korban 

15. Melngambil, melrelkam, melngunggah, melngeldarkan foto, relkaman audio, 

dan/atau visual korban yang belrnuansa selksual; dan/atau 

16. Mellakukan pelrbuatan kelkelrasan selksual lainnya selsuai delngan keltelntuan 

pelraturan pelrundang-undangan. 

      Telrkait delngan adanya pelraturan dan pelngelnaan Pasal-pasal selbagai salah satu 

relgulasi melngelnai jaminan kelpastian hukum dari catcalling. Diharapkan dapat 

melmbelrikan pelrlindungan hukum bagi korban dan melmbelrikan hukuman yang 

seltimpal bagi pellaku keljahatan catcalling selhingga melnimbulkan elfe lk jelra dan 

telrhadap masyarakat dapat lelbih belrhati-hati dalam belrtindak karelna pe lrilaku 

catcalling dapat dijelra delngan hukuman pidana.66 

      Belrdasarkan uraian selbellumnya, pelrlindungan hukum telrhadap anak korban 

pellelcelhan selksual tellah dijellaskan selcara komprelhelnsif dalam pelnellitian ini. 

Namun, masih telrdapat seljumlah hambatan utama dalam pellaksanaannya, yaitu 

prosels hukum yang rumit, relndahnya pelngeltahuan hukum, selrta rasa takut dan 

malu yang dialami korban dalam mellaporkan pelristiwa pellelcelhan selksual. 

      Hasil pelnellitian melnunjukkan bahwa upaya yang dinilai paling elfelktif untuk 

melningkatkan pelrlindungan hukum adalah pelnelgakan hukum yang telgas (74,7%), 

                                                           
       66 Anggreany Haryani Putri & Dwi Seno Wijanarko. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap 

Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (catcalling)”. Jurnal Ubharajaya 15, No. 1, halaman 

148. 
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diikuti olelh pelningkatan eldukasi hukum (51,9%) dan pelran aktif masyarakat 

(51,9%), selmelntara sosialisasi di lingkungan selkolah dinilai melmiliki kontribusi 

selbelsar (32,9%). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 7 dibawah ini.67  

 

Gambar 7. Upaya Pelrlindungan, Sumbelr Data Pelnellitian 20 Januari 2026. 

 

      Telmuan ini melnelgaskan bahwa pelnguatan pelrlindungan hukum bagi anak 

korban pelle lcelhan selksual melmelrlukan sinelrgi antara pelnelgakan hukum yang 

telgas, pelningkatan kelsadaran hukum, selrta keltelrlibatan aktif selluruh ellelmeln 

masyarakat.  

C. Upaya Pencegahan Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Secara 

Verbal di Ruang Publik 

      Tidak jarang selselorang yang melngalami kelrugian baik selcara matelril maupun 

imeltelrill akibat suatu pelristiwa tindak pidana yang te llah melnimpa dirinya, tidak 

melmpelrgunakan hak-hak yang selharusnya di pelrolelh karelna belrbagai macam 

                                                           
       67 Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta 

Harapan Satu Medan. 



66 

 

 
 

alasan, misalnya saja pada keljahatan pellelcelhan selksual se lcara velrbal. Korban dari 

suatu tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling melndelrita pada 

suatu tindak pidana, justru tidak melndapatkan pelrlindungan selbanyak yang 

dibelrikan Undang-Undang pada pellaku suatu keljahatan. 

      Keljahatan selksual adalah belntuk keljahatan yang mellelcelhkan dan melnodai 

martabat manusia. Keljahatan-keljahatan ini melmiliki dampak luar biasa pada para 

korban, dalam belntuk fisik, psikologis, elkonomi dan sosial. Dampak yang dialami 

olelh korban akan belnar-belnar melningkat delngan relaksi masyarakat keltika 

pelrelmpuan melnjadi korban. Kondisi para korban selmakin telrpojok, melrelka 

melnjadi telrbatas dalam melnjalankan pelran sosialnya. Korban melngalami trauma 

yang belrkelpanjangan yang melmbutuhkan pelmulihan.68 

      Keljahatan bukan melrupakan pelristiwa helrelditas (bawaan seljak lahir, warisan), 

juga bukan melrupakan warisan biologis. Tindak keljahatan bisa dilakukan siapapun, 

baik wanita maupun pria, delngan tingkat pelndidikan yang belrbelda. Tindak 

keljahtan bisa dilakukan selcara sadar yaitu difikirkan, direlncanakan dan diarahkan 

pada maksud te lrtelntu se lcara sadar dan belnar. Keljahatan melrupakan suatu konselpsi 

yang belrsifat abstrak, di mana keljahatan tidak dapat diraba dan dilihat kelcuali 

akibatnya saja.69 

      Pelrlindungan hukum korban keljahatan melrupakan bagian dari pelrlindungan 

masyarakat, dapat diwujudkan mellalui belrbagai belntuk, misalnya selpelrti mellalui 

                                                           
       68 Atikah Rahmi. (2019). “Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan 

Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum Indonesia”, Delegalata Jurnal Ilmu Hukum 

4, No. 2, halaman 140. 
       69 Suyardi. (2022). “Pengaruh Tayangan Berita Kriminal Terhadap Perilaku Kenakalan Remaja 

di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”. JRF: Journal of Religion 

and Film 1, No. 1, halaman 7. 
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pelmbelrian re lstitusi dan kompelnsasi pada korban, pellayanan meldis, dan juga 

belrupa bantuan hukum.70  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pelrubahan atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telntang Pelrlindungan Saksi dan Korban 

yang melngatur hak-hak korban yang harus dilindungi.71 Telrdapat di dalam Pasal 5 

melngatur telntang hak-hak korban dicantumkan pada kutip selbagai belrikut: 

1. Melmpelrolelh pelrlindungan belrupa kelamanan pribadi, kelluarga, dan juga 

harta belndanya, selrta belbas dari ancaman-ancaman yang belrkelnaan delngan 

kelsaksian yang akan, seldang, atau tellah dibelrikan olelh korban. 

2. Ikut selrta sellama prosels melmilih dan melnelntukan belntuk-belntuk 

pelrlindungan dan juga dukungan kelamanan. 

3. Melmbelrikan keltelrangan tanpa telkanan dari pihak siapapun. 

4. Melndapatkan pelnelrjelmah. 

5. Belbas dari pelrtanyaan-pelrtanyaan yang melnjelrat korban. 

6. Melndapatkan informasi yang belrkaitan pelrkelmbangan kasus.  

7. Melndapatkan informasi yang belrkaitan delngan putusan pelngadilan. 

8. Melngeltahui yang belrkaitan delngan hal telrpidana dibelbaskan. 

9. Melndapatkan selbuah idelntitas baru.  

10. Melmpelrolelh pelnggantian biaya untuk trasportasi selsuai delngan ke lbutuhan. 

11. Melndapatkan pelnasihat hukum untuk korban.  

                                                           
       70 Triana Khaidira & Hudi Yusuf. (2025). “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan 

Seksual Melalui Mekanisme Rehabilitasi dan Ganti Rugi Menurut Hukum Pidana Indonesia”. JICN: 
Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara 2, No. 5, halaman 9322. 

       71 Atikah Rahmi. (2024). “Legal Protection for Women in Criminal Proceedings: A Socio-Legal 

Review”. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 23, No. 1, halaman 2. 
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12. Melmpelrolelh bantuan belrupa biaya hidup selmelntara hingga batas waktu 

pelrlindungan belrakhir. 

13. Melndapatkan selbuah telmpat keldiaman baru. 

      Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telntang Sistelm 

Pelradilan Pidana Anak melnjellaskan bahwa anak selbagai korban belrhak atas: 

1. Upaya relhabilitasi meldis dan juga relhabilitasi sosial, baik di dalam lelmbaga 

maupun juga di luar Lelmbaga 

2. Jaminan untuk kelse llamatan, baik fisik, melntal, maupun kelsellamatan sosial 

3. Kelmudahan untuk melndapatkan informasi yang belrkaitan delngan 

pelrkelmbangan pelrkara. 

      Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telntang Pelrubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telntang Pelrlindungan Anak, pelrlindungan 

khusus kelpada anak selbagai korban tindak pidana dilakukan mellalui: 

1. Pelrlakuan selcara manusiawi delngan melmpelrhatikan kelbutuhan se lsuai 

delngan umurnya 

2. Pelmisahan dari orang delwasa 

3. Pelmbelrian bantuan hukum dan bantuan lain selcara elfelktif 

4. Pelmbelrlakuan ke lgiatan relkrelasional 

5. Pelmbelbasan dari pelnyiksaan, pelnghukuman, atau pelrlakuan lain yang 

keljam, tidak manusiawi selrta melrelndahkan martabat dan delrajatnya 

6. Pelnghindaran dari pelnjatuhan pidana mati dan/atau pidana selumur hidup 

7. Pelnghindaran dari pelnangkapan, pelnahanan atau pelnjara, kelcuali selbagai 

upaya telrakhir dan dalam waktu yang paling singkat 
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8. Pelmbelrian keladilan di muka pe lngadilan anak yang objelktif, tidak 

melmihak, dan dalam sidang yang telrtutup untuk umum 

9. Pelnghindaran dari publikasi atas idelntitasnyadari pelmbelritaan idelntitas 

mellalui meldia massa dan untukmelnghindari labellisasi 

10. Pelmbelrian jaminan kelsellamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik 

fisik,melntal, maupun sosial 

11. Pelmbelrian akselsibilitas untuk melndapatkan informasi melngelnai 

pelrkelmbangan pelrkara. 

      Nelgara be lrtanggung jawab untuk mellindungi anak-anak dari keljahatan selksual 

dan melmbelrikan pe lmulihan kelpada para korban selrta melmastikan hak-hak korban. 

Pelrlu adanya pelraturan yang melwajibkan pellaku untuk melmbelrikan relstitusi dan 

kompelnsasi kelpada korban dalam rangka melmulihkan hak-hak korban selcara 

total.72 

      Selcara sosiologis, keljahatan adalah selmua ucapan, pelrbuatan dan tingkah laku 

yang diciptakan olelh masyarakat yang selcara elkonomis, politis dan sosial-

psikologis sangat melrugikan masyarakat, mellanggar norma-norma susila, dan 

melnyelrang kelsellamatan warga masyarakat (baik yang tellah te lrcakup dalam 

Undang-Undang, maupun yang bellum telrcantum dalam Undang-Undang). 

Walaupun masyarakat melmiliki belrbagai macam prilaku yang belrbelda-belda, akan 

teltapi ada di dalamnya bagian-bagian telrtelntu yang melmiliki pola yang sama. 

keladaan ini dimungkinkan olelh karelna adanya syste lm kaeldah dalam masyarakat 

                                                           
       72 Sokhib Naim et.al (2025). “Perwujudan Restitutio in Instagram Sebagai Hak Anak Korban 

Tindak Pidana”. Jurnal USM Law Review 8, No. 3, halaman 1689. 
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geljala yang dinamakan keljahatan pada dasarnya telrjadi di dalam prosels di mana 

ada intelraksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang melmpunyai 

kelwelnangan untuk mellakukan pelrumusan telntang keljahatan delngan pihak-pihak 

yang melmang mellakukan keljahatan.73 

      Salah satu pelnyelbab tingginya tingkah keljahatan di Indonelsia adalah tingginya 

angka pe lngangguran, maka keljahatan akan selmakin belrtambah jika masalah 

pelngangguran tidak selgelra diatasi. Selbe lnarnya masih banyak pelnyelbab keljahatan 

yang telrjadi di Indonelsia, misalnya: kelmiskinan yang melluas, kurangnya fasilitas 

pelndidikan, belncana alam, urbanisasi dan industrialisasi, selrta kondisi lingkungan 

yang melmudahkan orang mellakukan keljahatan. 

      Keljahatan dalam pelrumasan Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) adalah selmua belntuk pe lrbuatan yang melmelnuhi pelrumusan keltelntuan-

keltelntuan KUHP. Istilah pelrbuatan jahat atau keljahatan belrbelda delngan pelngelrtian 

tindak pidana. Melnurut Moelljatno bahwa melnurut wujud dan sifatnya pelrbuatan-

pelrbuatan pidana ini adalah pelrbuatan-pelrbuatan yang mellawan hukum. Pelrbuatan-

pelrbuatan ini juga melrugikan masyarakat dalam arti belrtelntangan delngan atau 

melnghambat akan telrlaksananya tatanan dalam pelrgaulan masyarakat dianggap 

baik dan adil.74 

      Usaha melncelgah tindak pidana adalah bagian dari politik kriminil. Politik 

kriminil ini dapat dibelri arti selmpit, lelbih luas dan paling luas. Dalam arti selmpit 

politik kriminil itu digambarkan selbagai kelselluruhan asas dan meltodel yang 

                                                           
       73 Ibid., halaman 8. 

       74 Lukman Hakim, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Sleman: CV. 

Budi Utama, halaman 1. 
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melnjadi dasar dari relaksi telrhadap pellanggaran hukum yang belrupa pidana. Dalam 

arti yang luas ia melrupakan kelselluruhan fungsi dari aparatur pelnelgak hukum, 

telrmasuk di dalamnya cara ke lrja dari pelngadilan dan polisi, seldang dalam arti yang 

paling luas ia melrupakan kelselluruhan kelbijakan yang dilakukan mellalui 

pelrundang-undangan dan badan-badan relsmi, yang belrtujuan untuk melnelgakkan 

norma-norma selntral dalam masyarakat.75 Melnurut G.P. Hoelfnagells upaya 

pelnanggulangan keljahatan dapat ditelmpuh delngan : 

1. Pelnelrapan hukum pidana (criminal application) 

2. Pelncelgahan tanpa pidana (pre lve lntif without punishme lnt) 

3. Melmpelngaruhi pandangan masyarakat melngelnai keljahtan dan pelmidanaan 

lelwat mass meldia (influe lncing vie lws of socie lty on crime l and punishme lnt 

mass meldia). 

      Upaya pe lnanggulangan keljahatan selcara garis belsar dapat dibagi dua yaitu 

lelwat jalur pelnal (hukum pidana) dan lelwat jalur non-pelnal (bukan/di luar hukum 

pidana).76 Upaya pelnganggulangan keljahatan lelwat jalur pelnal lelbih melnitik 

belratkan pada sifat re lpre lssive l (pelnindasan/pelmbelrantasan/pelnumpasan) se lsudah 

keljahtan telrjadi, seldangkan jalur non-pelnal lelbih melnitik belratkan pada sifat 

pre lve lntive l (pelncelgahan/pelnangkalan/pelngelndalian) selbellum ke ljahatan telrjadi. 

      Usaha pelnanggulangan keljahatan delngan hukum pidana pada hakikatnya juga 

melrupakan bagian dari usaha pelnelgakan hukum (khususnya pelnelgakan hukum 

pidana). Olelh karelna itu selring pula dikatakan bahwa politik atau kelbijakan hukum  

                                                           
       75 Nursariani Simatupang & Faisal, 2017, Kriminologi Suatu Pengantar, Medan: CV. Pustaka 

Prima, halaman 248. 

       76 Ibid., halaman 250. 
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pidana melrupakan bagian pula dari kelbijakan pelnelgakan hukum (law e lnforce lme lnt 

policy).77 

      Melngingat upaya pelnanggulangan keljahatan lelwat jalur non-pelnal lelbih 

belrsifat pelncelgahan untuk telrjadinya keljahatan, maka sasaran utamanya adalah 

melnangani faktor-faktor kondusif pelnyelbab telrjadinya ke ljahatan. Faktor-faktor 

kondusif antara lain belrpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial 

yang selcara langsung atau tidak langsung dapat melnimbulkan keljahatan. Delngan 

delmikian dilihat dari sudut politik kriminal selcara makro dan global, maka upaya-

upaya non-pelnal melnduduki posisi kunci dan stratelgis dalam melnanggulangi 

selbab-selbab dan kondisi-kondisi yang melnimbulkan keljahatan. 

      Tindak pidana pellelcelhan selksual selcara velrbal belrbelntuk siulan, panggilan, 

dan komelntar yang belrsifat selksual adanya kelcelndelrungan melningkat selhingga 

pelrlu dilakukan upaya melngatasinya. Upaya pelncelgahan melrupakan prosels cara 

tindakan melnghindari agar tidak telrlaksanakan atau delngan kata lain delngan cara 

atau upaya selbellum selsuatu tindakan telrelalisasikan dan melnimbulkan selbuah 

tindakan yang mellanggar pelraturan. Upaya yang paling elfelktif untuk melncelgahnya 

delngan cara melmbelrikan pelmahaman dan eldukasi seljak dini telntang pellelcelhan 

selksual, melmakai pakaian yang sopan, melnjaga diri, dan pelningkatan kelamanan.78 

      Upaya yang diharapkan agar pellelcelhan selksual telrhadap pelrelmpuan dan anak 

dapat melngurangi telrjadinya pellelcelhan selksual selcara velrbal di ruang publik. 

Upaya pelncelgahan dapat dibagi melnjadi tiga yaitu : 

                                                           
       77 Ibid., halaman 251. 
       78 Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta 

Harapan Satu Medan. 
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1. Upaya Prelelmtif 

      Upaya prelelmtif adalah upaya yang dilakukan pelmelrintah yang 

dilakukan selbellum tindak pidana telrjadi yang dalam pelmelrsalahan ini 

dilakukan belrupa pelnyuluhan melngelnai dampak buruk yang ditimbulkan. 

Tujuan dari upaya pelncelgelhan ini adalah untuk melncelgah tindak pidana 

telrselbut telrjadi. Salah satu cara untuk melncelgah keljahatan selksual adalah 

delngan melmbelrikan pelndidikan te lrkait selksual kelpada anak-anak mellalui 

program Compre lhe lnsive l Se lxuality ELducation (CSEL). 

      Program ini dapat melmbantu anak-anak melmahami pelrilaku selks 

selbagai pelncelgahan, yang melncakup aktivitas selksual belrisiko. Salah satu 

hak anak adalah melnelrima pelndidikan selksual selcelpat mungkin, se lsuai 

pelrkelmbangan melrelka. Pe lndidikan selksual adalah prosels melningkatkan 

pelngeltahuan selksualitas selselorang.79 

2. Upaya Prelvelntif 

      Upaya prelvelntif ditelkankan pada melngurangi ke lselmpatan untuk 

dilakukannya tindak kelkelrasan selksual. Dalam hal ini melngaruh pada 

pelncelgahan dari selgi lingkungan kelluarga yang di mana melne lrapkan 

program 18-21 yang melnitik belratkan pada pelndampingan orang tua 

telrhadap anak pukul 18.00 hingga pukul 21.00.80 

                                                           
       79 I Made Sukariawan & Kadek Jayanthi Riva Pratiwi. (2024). “ Upaya Preventif Perlindungan 

Hukum dari Tindak Pidana Pelecehan Seksual Bagi Anak SD (Sekolah Dasar)”. Pariksa: Jurnal 

Hukum Agama Hindu VIII, No. 1, halaman 14. 
       80 Desak Ketut Linda Saraswati, A.A Sagung Laksmi Dewi & I Made Minggu Widyantara. 

(2021). “Upaya Pencegahan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Dunia Maya”. Jurnal 

Konstruksi Hukum 2, No. 1, halaman 17. 
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      Pelncelgahan selcara umum ialah bagaimana usaha melngelnal dan 

melngeltahui ciri-ciri khas dari pellaku keljahatan dan melmbelri apa yang 

melrelka butuhkan untuk pelngelmbangan diri selhingga hidupnya luput dari 

hal-hal yang melrugikan dirinya. Pelncelgahan delngan melmbelrikan 

pelndidikan, bukan hanya delngan pelnambahan ilmu dan keltelrampilan, 

mellainkan juga delngan pelndidikan melntal mellalui pelndidikan agama, budi 

pelkelrti dan bagaimana cara-cara yang selharusnya hidup. Inilah pelmbinaan 

langsung kelpada masyarakat tanpa mellupakan pelndidikan telntang 

lingkungan, selhingga lingkungan ikut melncelgah timbulnya keljahatan yang 

melrusak masyarakat itu selndiri. 

      Belrdasarkan hal telrselbut, maka cara prelvelntif yang dilakukan olelh 

pelmelrintah belrupa kelgiatan sosialisasi guna melmbutuhkan kelsadaran 

masyarakat telrhadap catcalling. Upaya pelnelgakan hukum telrhadap pellaku 

pellelcelhan selksual selcara velrbal harusnya dijalankan selsuai delngan aturan 

hukum guna melmbelrikan kelpastian hukum selrta pelrlindungan te lrhadap 

korban. 

3. Upaya Relprelssif 

      Upaya relprelssif ini adalah melrupakan suatu upaya pelnanggulangan 

keljahatan selcara konselpsional yaitu dite lmpuh seltellah telrjadinya 

keljahatan.81 Upaya relprelsif melrupakan suatu dasar untuk me lnindak lanjuti 

pellaku kelkelrasan delngan belrpeldoman pada pelraturan yang belrkaitan 

misalkan kasus tindak kelkelrasan selksual telrhadap anak. Delngan pelnelrapan 

                                                           
       81 Nursariani Simatupang & Faisal, Op.Cit., halaman 251. 
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pelraturan dan sanksi telrhadap pellaku diharapkan agar pellaku melmiliki elfelk 

jelra dan tidak melngulangi kelmbali pelrbuatannya selrta masyarakat lainnya 

tidak melmiliki niat untuk mellakukan hal yang sama.82 

      Teld Hondelrich belrpelndapat bahwa suatu pidana dapat diselbut selbagai alat 

pelncelgah yang elkonomis apabila dipelnuhi syarat-syarat yaitu: 

1. Pidana itu sungguh-sungguh melncelgah 

2. Pidana itu melnyelbabkan timbulnya keladaan yang lelbih 

belrbahaya/melrugikan daripada yang akan telrjadi apabila pidana itu tidak 

dikelnakan 

3. Tidak ada pidana lain yang dapat melncelgah selcara elfelktif delngan 

bahaya/kelrugian yang lelbih kelcil.83 

      Upaya relprelsif ini telrmasuk juga pelnjatuhkan hukuman yang belnar-belnar 

selsuai delngan kelsalahannya olelh pelngadilan, yang dapat melmbelrikan kelinsyafan 

atau kelsadaran. Pelne lrapan cara relprelsif dalam melnanggulangi keljahatan-keljahatan 

khususnya pellelcelhan selksual selcara velrbal di ruang publik yang tellah telrjadi 

belselrta upaya-upaya yang ditelmpuh agar keljahatan itu tidak telrulang lagi dan 

sangat dipelrlukan kontrol yang sangat elfisieln. Sellain itu juga masyarakat umum 

apabila mellihat telrjadinya pelrbuatan pellelcelhan selksual selcara velrbal di ruang 

publik maka dapat mellakukan 5D yaitu : 

 

 

                                                           
       82 Desak Ketut Linda Saraswati, A.A Sagung Laksmi Dewi & I Made Minggu Widyantara, 

Op.Cit., halaman 17. 

       83 Nursariani Simatupang & Faisal, Op.Cit., halaman 251. 
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1. Ditelgur 

      Selcara telgas tanpa ragu kita melnelgur pellaku pellelcelhan selksual selcara 

velrbal di ruang publik untuk melnghelntikan pelrbuatan telrselbut misalnya 

delngan kalimat “tolong, helntikan pelrbuatan telrselbut karelna hal telrselbut 

adalah pelrbuatan yang salah”, namun me ltodel ini paling belrelsiko 

dikarelnakan pelrlunya kelbelranian yang lelbih untuk melnelgur pellaku selcara 

langsung dan harus dipastikan bahwa situasi kita aman karelna ditakutkan si 

pellaku akan belrbalik melnyasar kita, belgitu pula delngan korban pastikan 

posisinya tidak malah jadi lelbih relntan keltika kita melngintelrvelnsi aksi 

pellaku dan pastikan apakah situasinya tak belrpotelnsi melmbelruk.  

2. Dialihkan 

      Caranya delngan melngalihkan pelrhatian korban dan pellaku selhingga 

pellelcelhan selcara ve lrbal yang seldang telrjadi bisa telrhelnti, intinya ciptakan 

gangguan untuk aksi pellelcelhan itu, misalnya delngan cara melngajak ngobrol 

si pellaku delngan belrlaga sok kelnal. 

3. Dilaporkan 

      Apabila kita punya pelrtimbangan untuk khawatir mellakukan 

pelncelgahan selndirian kita bisa melncari bantuan kelpada orang lain, 

pelrtolongan bisa dari peltugas kelamanan atau siapapun orang yang sanggup 

diajak belkelrjasama untuk mellakukan intelrvelnsi. Mellaporkan kelpada polisi 

juga pilihan namun pelrlu diingat tidak selmua korban pellelcelhan selksual 

selcara velrbal di ruang publik tidak melrasa nyaman delngan keltelrlibatan 

polisi, jadi andalkan pelnilaian telrbijak kita. 
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4. Ditelnangkan 

      Aksi pellelcelhan selksual selcara velrbal di ruang publik yang belrlangsung 

atau melmang kadang sudah telrjadi kita bisa melmbelrikan dukungan delngan 

melnanyakan kondisi korban, telnangkan korban lalu tawarkan bantuan apa 

yang selkiranya bisa dibelrikan. 

5. Direlkam 

      Kita bisa melndokumelntasikan aksi pellelcelhan selksual selcara velrbal di 

ruang publik delngan relkaman yang fokus kelpada aksi pellaku selhingga 

korban telrbelkali bukti bila ia ingin mellaporkannya. 

      Melncelgah catcalling di telmpat umum, dipelrlukan pelndelkatan yang 

komprelhelnsif dan belrkellanjutan. Upaya pelncelgahan dan pelnanganan dapat 

dilakukan ole lh lelmbaga di Indonelsia maupun individu.  Lelmbaga di Indonelsia 

selpelrti Kelmelntelrian Pelmbelrdayaan Pelrelmpuan dan Pelrlindungan Anak 

(KelmelnPPA) dapat melngambil belrbagai langkah stratelgis, selpelrti melningkatkan 

eldukasi dan kelsadaran melngelnai pellelce lhan velrbal, melnelrapkan kelbijakan selrta 

aturan yang telgas, melmbelrikan pellatihan bagi masyarakat, selrta melngadakan 

kampanyel anti pellelcelhan.  

      Apabila selselorang melnjadi korban catcalling, telrdapat belbelrapa tindakan yang 

dapat dilakukan, selpelrti melngabaikan dan mellanjutkan aktivitas, melmbelrikan 

relspons selcara telgas, melncari dukungan atau mellaporkan keljadian, melmanfaatkan 

telknologi untuk kelamanan, selrta me lngola e lmosi delngan melndapatkan bantuan 

profelsional jika dipelrlukan. 
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      Belrdasarkan hasil pelnellitian yang dilakukan telrhadap siswa/i SMA Swasta 

Harapan Satu Meldan, dipe lrolelh telmuan bahwa upaya pelncelgahan pellelcelhan 

selksual dapat dipelrkuat mellalui pelningkatan eldukasi dan kelsadaran kolelktif di 

masyarakat. Relspondeln melnilai bahwa eldukasi yang melnyelluruh kelpada selluruh 

warga nelgara melngelnai belntuk, dampak, dan konselkuelnsi hukum pellelcelhan 

selksual pelrlu dilakukan selcara belrkellanjutan. Sellain itu, pelnelrapan norma 

belrpakaian yang sopan di ruang publik, pelmbelrian hukuman yang seltimpal kelpada 

pellaku, selrta pelne lgakan aturan yang jellas dan telgas juga dipelrlukan guna 

melnciptakan elfelk jelra dan melmbangun lingkungan yang aman selrta saling 

melnghormati. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 8 di bawah ini.84 

 

Gambar 8. Upaya Pelncelgahan Pellelcelhan Selksual, Sumbelr Data Pelnellitian 20 Januari 2026. 

 

      Pelncelgahan telrhadap tindakan catcalling melmelrlukan pelndelktan holistik yang 

mellibatkan pelran aktif belrbagai pihak, baik lelmbaga maupun individu. Upaya 

                                                           
       84 Hasil Penelitian Kuesioner dengan Siswa/I, pada senin 20 Januari 2026, di SMA Swasta 

Harapan Satu Medan. 
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telrselbut melncakup komitmeln yang kuat dari institusi pelndidikan, pelmelrintah, dan 

masyarakat dalam melyusun selrta melnelgakkan kelbijakan yang jellas, diselrtai 

delngan pelningkatan eldukasi dan kelsadaran publik melngelnai dampak catcalling 

selbagai belntuk pellelcelhan selksual selcara velrbal.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
       85 Nurma Ningsi, Syaifuddin Suhri Kasim & Darmin Tuwu. (2024). “Catcalling Sebagai Bentuk 

Pelecehan Seksual Verbal di Universitas Halu Oleo Kota Kendari”. Welvaart: Jurnal Ilmu 

Kesejahteraan Sosial 5, No. 2, halaman 287. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

      Belrdasarkan uraian analisis pelmbahasan yang tellah dilakukan pada bab 

selbellumnya, maka dapat ditarik kelsimpulan selbagai jawaban dari rumusan 

masalah dalam pelnellitian ini yakni : 

1. Belntuk-belntuk pellelcelhan selksual velrbal di ruang publik, selpelrti siulan 

(catcalling), komelntar tidak sopan telrhadap tubuh, candaan/ucapan cabul, 

dan panggilan belrnuansa selksual, hal ini melrupakan tindakan yang se lring 

telrjadi di ruang publik dan dapat melnimbulkan rasa tidak nyaman, trauma, 

selrta melrasa tidak aman bagi korban telrutama anak dan pelrelmpuan. Hasil 

surveli melnyatakan bahwa yang selring melnjadi korban pellelcelhan selksual 

adalah pelrelmpuan dan lokasi telrjadinya di jalan umum, transportasi, dan 

selkitaran selkolah.  Belrdasarkan hasil pelnellitian delngan jumlah 79 orang 

relspondeln, bahwa pelrselntasi yang melngalami belntuk pellelcelhan  

candaan/ucapan cabul (73,4%), siulan atau catcalling (70,9%), komelntar 

telntang tubuh (63,3%), dan panggilan belrnuansa selksual (59,5%). Dapat 

disimpulkan bahwa belntuk pellelcelhan selksual velrbal yang selring dialami 

olelh anak adalah candaan/ucapan cabul. 

2. Upaya untuk melningkatkan pelrlindungan hukum delngan cara melngeldukasi 

telntang hukum, pelnelgakan hukum yang telgas, sosialisasi di selkolah, dan 
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pelran aktif masyarakat. Pelrlindungan hukum yang dibelrikan te lrhadap 

korban pellelcelhan se lkual di ruang publik yakni dapat melngacu pada Pasal 

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telntang Tindak Pidana Kelkelrasan 

Selksual  melnyatakan bahwa seltiap orang yang mellakukan pelrbuatan 

selksual selcara non-fisik yang ditujukan telrhadap tubuh, kelinginan se lksual, 

dan/atau organ relproduksi delngan maksud melrelndahkan harkat dan 

martabat selselorang dapat dikelnakan pidana pelnjara paling lama 9 

(selmbilan) bulan dan/atau pidana delnda paling banyak Rp.10.000.000,00 

(selpuluh juta rupiah). 

3. Pelncelgahan pellelcelhan selksual selcara velrbal di ruang publik dapat 

dilakukan  mellalui pelndidikan, sosialisasi, melnjaga diri, melnutup diri 

selpelrti belrpakaian yang sopan dan pelnelrapan kelbijakan telgas, selpelrti: 

pelningkatan kelsadaran masyarakat dan eldukasi telntang pellelcelhan se lksual, 

melndokumelntasikan aksi pellelcelhan selksual juga melmbantu melncelgah 

belrulangnya keljadian, selrta mellaporkan pellaku kelpada pihak belrwelnang 

melrupakan langkah prelvelntif yang elfelktif. 

B. SARAN 

      Belrdasarkan hasil pelnellitian dan pelmbahasan di atas, maka dapat diajukan 

belbelrapa saran belrupa : 

1. Untuk melngatasi belntuk-beltuk pellelcelhan selksual velrbal adalah 

melningkatkan eldukasi masyarakat telntang batasan dan eltika belrkomunikasi 

di ruang publik selrta melmpelrkuat pelnelgakan hukum telrhadap pellaku 

pellelcelhan selksual ve lrbal. Sellain itu pelmelrintah dan lelmbaga telrkait juga 
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disarakan untuk melnyeldiakan fasilitas pellaporan yang mudah di aksels dan 

pelrlindungan hukum yang telgas telrhadap korban pellelcelhan velrbal. 

2. Melnelgakkan hukum selcara elfelktif dan celpat telrhadap pellaku pellelcelhan 

selksual selcara velrbal di ruang publik, telrmasuk pelmbelrian sanksi yang 

telgas dan adil selhingga melmbelrikan elfelk jelra dan pelrlindungan nyata bagi 

korban. Diharapkan pelraturan yang tellah diteltapkan dapat dibelrlakukan dan 

diimplelmelntasikan selbagaimana melstinya. 

3. Selluruh masyarakat turut me llakukan pelncelgahan pellelcelhan selksual 

scacara velrbal di ruang publik agar telrciptanya lingkungan yang aman dan 

telntram. 
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